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ABSTRAK 

 

PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN 

 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

DI KABUPATEN TANAH DATAR 

 

Oleh: 

DEWI SARTIKA 

NIM: 11970524626 

 

Tulisan ini berusaha untuk menilik masalah pengawasan inspektorat dalam pem-

anfaatan dana bos di kabupaten Tanah Datar. Salah satu kegiatan rutin yang dil-

akukan Inspektorat kabupaten Tanah Datar yaitu pengawasan Dana Bantuan 

Operasional sekolah (BOS) namun pada penerapannya sering terkendala secara 

teknis terkhusus di kabupaten tanah datar yaitu peggunaan yang tidak sesuai 

dengan aturan dan panduan dan BOS yang semestinya hal ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman oleh pihak pengguna dana BOS. Namun hal tersebut 

bukan hanya terjadi dari pihak pengelolah atau pengguna dana BOS, melainkan 

hal tersebut juga dapat dipertanyakan dari sejauh mana pengawasan yang dil-

aksanakan oleh inspektorat sebagi unsur pengawas terhadap pengguna dana 

BOS. Sehingga rumusan masalah: bagimana pengawasan inspektorat dalam 

melakukan pemanfaatan program dana BOS dan apa kendala kendala inspektorat 

dalam melakukan pengawasan dikabupaten tanah datar?Untuk menjawab rumu-

san masalah diatas penulis menggunakan metode kualitatif  dengan jenis 

penelitian bersifat kualitatif Deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan 

data dalam bentuk observasi,wawancara dan dokumentasi.Model analisis data 

interaktif dimana model ini digunakan untuk menganalisis data menurut Miles 

dan Huberman, ada tiga komponen utama dalam analisis data interaktif yaitu re-

duksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis 

data dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat da-

lam pemanfaatan Dana BOS di kabupaten tanah datar meliputi tiga hal yai-

tu,Audit,survey dan review. Namun dari ke tiga hal tersebut pada bagian Audit 

mereka yang belum maksimal untuk melakukan pengawasannya karena mereka 

sering sekali hanya melakukan pengawasan secara umum tidak detail. Selain itu 

pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten tanah datar juga memiliki 

kendala Kendala seperti SDM yang belum memadai,pendanaan dikantor in-

spektorat yang masih sangat minim dan regulasi yang digunakan inspektorat 

masih berubah ubah hal tersebut membuat para penerima BOS kesulitan dalam 

memberikan pelaporan yang maksimal. 

 

Kata kunci: Pengawasan Inspektorat, Dana Bantuan Operasional Sekola 
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ABSTRACT 

 

INSPECTORATE SUPERVISION IN UTILIZATION 

SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND (BOS) 

IN THE TANAH DISTRICT 

 

By : 

DEWI SARTIKA 

NIM: 11970524626 

 

This paper attempts to examine the problem of inspectorate oversight in the use of 

boss funds in Tanah Datar district. One of the routine activities carried out by the 

Tanah Datar district inspectorate is monitoring the School Operational Assistance 

Fund (BOS), but in its implementation it is often technically constrained, especial-

ly in Tanah Datar district, namely use that is not in accordance with rules and 

guidelines and BOS which should be due to lack of understanding on the part of 

users of BOS funds. However, this does not only occur from the management or 

users of BOS funds, but this can also be questioned from the extent of supervision 

carried out by the inspectorate as an element of oversight over users of BOS 

funds. So the formulation of the problem: what is the inspectorate's supervision in 

utilizing the BOS fund program and what are the inspectorate's constraints in car-

rying out supervision in the Tanah Datar regency? To answer the problem formu-

lation above the author uses qualitative methods with descriptive qualitative re-

search types and uses collection techniques data in the form of observations, in-

terviews and documentation. Interactive data analysis model where this model is 

used to analyze data according to Miles and Huberman, there are three main com-

ponents in interactive data analysis namely data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. Based on the results of data analysis and can it was conclud-

ed that the supervision carried out by the Inspectorate in the use of BOS funds in 

Tanah Datar district included three things, namely, audit, survey and review. 

However, of these three matters, the Audit section has not maximized their over-

sight because they often only carry out general oversight without detail. Apart 

from that, the supervision carried out by the Tanah Datar district inspectorate also 

has constraints such as inadequate human resources, funding at the inspectorate 

office which is still very minimal and the regulations used by the inspectorate are 

still changing, this makes it difficult for BOS recipients to provide reporting. the 

maximum. 

 

Keywords: Inspectorste Supervision, School Operational Assistance Fund 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan yaitu mencerdaskan ke-

hidupan banggsaa, melahirkan anak-anak cerdas melalui pendidikan, baik 

pemerintah maupun non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan generasi yang 

baik bagi negara.Pendidikan menjadi hak dari setiap warga negara. Apa bila 

melihat kondisi sekarang, tidak semua mereka bisa mengikuti Pendidikan secara 

resmi atau tidak resmi, dipengaruhi oleh ekonomi dan factor lingkungan yang 

memak samereka untuk memilih bekerja diusia seharusnya memperjuangkan Pen-

didikan. 

Dalam mencerdaskan anak bangsa tentunya system Pendidikan harus 

sesuai dengan kriteria kurikulum yang telah ditetapkan, khususnya di dalam 

penyediaan peralatan Pendidikan, penyeddian tempat ketika melakukan sistem 

Pendidikan, karena Pendidikan adalah sebuah upaya memanusiakan manusia. 

Pendidikan berfungsi sebagai media dalam memandirikan manusia baik itu secara 

individu maupun kelompok, mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh 

manusia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya manusia 

yg kualitasnya sangat baik, Indonesia merupakan negara berenduduk terbanyak 

keempat didunia, namun dan kualitas sumber daya manusia sangat kurang oleh 

karena itu pemerintah membuat peraturan bahwasanya Pendidikan dasar bagi anak 

anak mulai umur 7-16 tahun wajib belajar bertujuan untuk meningkakan kualitas 

sumber daya manusia. 
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Berdasarkan penjelasan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Se-

tiap warga negara berhak atas pendidikan” wajib bergantung kepada ini, sehingga 

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh pe-

serta didik Jenjang SD/MI dan SMP/MT adalah sama, yang dikenal dengan pro-

gram wajib belajar 9 tahun. Untuk itu, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi 

ketentuan Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menciptakan satu program 

untuk memajukan mutu pendidikan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). (Yahya, 2021) 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan tujuan 

wajib belajar sembilan tahun. Setiap warga negara yang berusia antara tujuh sam-

pai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, sebagaimana tercantum 

dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pen-

didikan   nasional. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan dasar dengan 

cuma-cuma, sedangkan ayat 3 menyatakan wajib belajar menjadi tanggung jawab 

lembaga pendidikan negara dan masyarakat, pemerintah daerah dan kota untuk 

menyelenggarakannya. “Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan 

dan sumber daya, serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu 

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,”menurut Pasal 11 Undang-undang 

tersebut mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggaraka  

pendidikan dasar yang setara bagi semua peserta didik. SD, SMP, dan program 

pendidikan lainnya. 
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Pada umumnya Pendidikan di Indonesia masih kurang dalam sarana 

prasarananya, walaupun pemerintah sudah melakukan upaya seperti membangun 

sekolah didaerah terpencil, mengirim tenaga guru ke daerah terpencil tetapi masih 

saja anak anak diindonesia belum merasakan sarana dan prasarana yang lengkap. 

Pendidikan di Indonesia pun cukup dapat dikatakan tertinggal dari negara lain. 

Namun pemerintah tidak pernah menyerah dengan ketertinggalan itu, untuk 

meningkatkan kualiatas Pendidikan di Indonesia menjadi semakin membaik. 

Setelah berlakunya Digitalisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tahun 

2005 dana subsidi disalurkan pada sektor utama pada Pendidikan, seperti program 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tujuannya yaitu “membebaskan biaya 

sekolah bagi siswa miskin dari segala pungutan apapun, baik di sekolah negeri 

maupun swasta, dan selain sekolah standar nasional rintisan serta meningkatkan 

mutu pendidikan sampai lulus dalam masa Sembilan tahun wajib belajar”. 

berdasarkan Permendiknas No.19 tahun 2007, tentang Standar 

pengelolahan, setiap sekolah pada semua jenjang Pendidikan,termasuk SMP,harus 

Menyusun ARKAS (Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah) aplikasi ini 

merupakan system informasi dan komunikasi untuk mengfasilitasi pengangaran, 

pelaksanaan dan penatausahan serta penanggung jawaban dana BOS di satuan 

Pendidikan dasat dan menengah secara nasional.  

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 9 tahun 

2016 tentang organisasi dan pengaturan aplikasi daerah. Inspektorat Kabupaten 

Tanah Datar adalah unit pengawasan yang bekerja di wilayah kabupaten dan 

bertanggung jawab terhadap setiap instansi pemerintah yang bekerja dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan tujuan 

menjadikan pemerintahan bersih, transparan dan berdaya guna.  

 Pengawasan bertujuan untuk percepatan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih, pengawasan yang dilakukan meliputi dua bagian yaitu : 

Tabel 1. 1 Bagian Bagian pengawasan 

A.Pengawasan Dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan 

1. Pengelolahan tugas pokok dan fungsi, pengelolahan keuangan, barang 

(Aset),kepegawaian/pegawai. 

2. Reviu RKA 

3. Reviu LKPD 

4. Reviu LPPD;  

5. Evaluasi LKj 

6. Evaluasi SPI; 

7. Reviu RPJMD, RKPD, KU-PPAS, Pembentukan SOTK 

8. Pengaduan Masy. dan Riktu; 

9. Pemeriksaan Terpadu; 

10. Hibah/Bansos; 

11. Pendampingan, asistensi & fasilitasi; 

12. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; 

13. Lain2, sesuai Kebijakan Bupati 

B. Pengawasan Dalam Rangka Perencanaan Menuju Good Governance, Clean 

Goverment dan Pelayanan Publik 

1. Mengawasi reformasi birokrasi : 

a. PMPRB  

b. Pemb. ZI;  

c. Pengendalian Gratifikasi;  

d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 

e. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 

f. Penguatan Whistle Blowing System; 

g. Penanganan benturan kepentingan; 

h. Penguatan APIP. 

i. Pemantauan pelaksanaan Stranas PPK 

j. Pemantauan TL hasil pengawasan. 

Sumber: Renstra Inspektorat 2021-2026  

 

Peraturan kementrian Pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2019 

tentang petunjuk teknis BOS sekolah reguler selanjutnya disebut permendikbud 

nomor 3 tahun 2019 mmberikan ketentuan terhadap pemerintahan pusat dalam 

menyediakan biaya operasional dan non personality untuk sekolah yang ber-
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sumber dari dana alokasi khusus non fisik . maka dari itu kemudian dibentuklah 

Bantuan Operasional sekolah atau biasa disebut Dana BOS. 

Implementasi pasca berlakunya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 

tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana kebidang 

pendidikan dan salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah 

mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan 

pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan 

wajib belajar sembilan tahun "bantuan tersebut diberikan kepada sekolah SD dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang dikategori-

kan tidak mampu untuk membiayai sekolahnyadan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) baik negeri maupun swasta yang dikategorikan tidak mampu untuk mem-

biayai sekolahnya. 

 Dengan merujuk Pasal 16 sampai dengan 19 Permendagri Nomor 62 Ta-

hun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada in-

tinya menyatakan bahwa: 

1. Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS 

kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupat-

en/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi 

laporan penggunaan BOS untuk disampaikan kepada Gubernur melalui 

kepala SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi. Per-

tanggungjawaban pemberi hibah meliputi: 

a. keputusan gubernur mengenai penetapan daftar penerima dan jumlah 

BOS pada satuan 
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b. pendidikan dasar berdasarkan DPA – PPKD 

c.  NPH BOS; dan 

d. bukti transfer uang atas pemberian BOS. 

2. Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban 

kepala satuan pendidikan dasar meliputi: 

a.  Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang 

     menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH               

BOS; dan 

b.  Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perun-

dang-undangan. 

3. Terkait Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang 

Menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai 

NPH BOS disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD 

pendidikan kabupaten/kota. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 

tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, laporan penggunaan 

BOS dan pernyataan tanggung jawab disimpan dan dipergunakan oleh 

Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan 

Eksitensi dari program dana bos itu sendiri diharapkan mampu 

mewujudkan peningkatan dalam pelaksanaan system Pendidikan nasional 

dimana tujuan dari program itu sendiri sebagai yang dinyatakan dalam 

penjelasan permendikbud tentang petunjuk teknis,Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut; 
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1. Penyaluran dana BOS dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana 

yang ada di rekening satuan Pendidikan sampai akhir tahun sebe-

lumnya 

2. Penyalursn BOS tahap 2 dilakukan dengan mempersyratkan laporan 

tahap sebelumnya yang menunjukan penyerapan 50% dari dana yang 

ada di rekening satuan Pendidikan 

3. Sisa dana BOS berdasarkan laporan satuan Pendidikan yang 

disampaikan satuan Pendidikan ke kemendikbudristek,diperhatikan 

mulai rekomendasi tahap 1 

4. Syarat penyaluran dana BOS  

a. Laporan realisasi tahun anggaran yang lalu 

b. Tahap 2 laporan realisasi tahap 1 minimal 50% dari dana satuan 

Pendidikan 

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar merupakan insitusi 

pengawasan yang internal dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Da-

tar yang mempunyai wilayah pengawasan yaitu; 
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Tabel 1. 2 Wilayah pengawasan Inspektorat 

IRBAN (Inspektur pembantu) Wilayah pengawasan 

Irban 1 Kecamatan X Koto; Kecamatan 

Batipuh; Kecamatan Pariangan; Desa 

(Nagari) serta urusan di wilayah kerja 

Kecamatan X Koto, Batipuh dan 

Pariangan. 

Irban 2 Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan 

Salimpaung; Kecamatan Sungai Tarab; 

Kecamatan Sungayang; Desa (Nagari) 

serta urusan di wilayah kerja 

Kecamatan Tanjung Baru, Salimpaung, 

Sungai Tarab dan Sungayang. 

 Irban 3 Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan 

Padang Ganting; Kecamatan Lintau 

Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara; 

Desa (Nagari) serta urusan di wilayah 

kerja Kecamatan Tanjung Emas, 

Padang Ganting, Lintau Buo dan 

Lintau Buo Utara. 

Sumber:Renstra inspektorat 2021-2026 

Dengan adanyan pembagian wilayah tersebut Inspektur pembantu 

(Irban) dapat melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah kekuasaan 

masing-masing yang setiap irban memiliki fungsi berbeda beda. 

Inspektorat kabupaten tanah datar memiliki peran penting dalam 

mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu ter-

wujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat 

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu Inspektorat 

Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan program kerja dan rencana ker 

ja untuk mencapai terwujudnya visi tersebut. Salah satu dari kegiatan rutin 

yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Tanah Datar yaitu pengawasan 

atau kegiatan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
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Namun pada penerapannya sering terkendala secara teknis terkhu-

sus di Kabupaten Tanah Datar yaitu penggunaan Dana Bos yang tidak 

sesuai dengan aturan dan panduan penggunaan dana BOS yang semesti-

nya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh pihak 

pengguna dana BOS tentang pos-pos yang telah ditetapkanKarena pen-

didikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting.  

“Adapun masalah lain yaitu masih ada penggunaan dana BOS yang 

tidak sesuai pada pelaksanaan Dana BOS yang didapati dibeberapa 

sekolah di Kabupaten Tanah Datar,dimana dana BOS tidak di-

pergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis 

yang tercantum dalam juknis,seperti ada kegiatan yang diadakan 

oleh Lembaga diluar dari kegiatan dinas Pendidikan atau tidak 

berkaitan denga sekolah” (Subbag oktober 2022). 

 

 Beberapa sekolah memiliki masalah yang hampir sama di 

Kabupaten Tanah Datar yang saya dapati pada saat melakukan observasi 

awal dikantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dimana Administrasi 

pertanggung jawaban pengelola DanaiBOS yang belum tertib, yaitu 

terdapat berbagai ikegiatan dilakukan menggunakan dana BOS tidak ada 

bukti pendukun, penanggung jawab tidak akuntabel. 

           “Dalam rapat yang lebih kearah pembinaan pada Tim Manajemen 

Bantuan Operasional Sekolah tersebut, ditemu beberapa persoalan 

sehubungan dengan laporan Dana Bos yang tidak sesuai dengan 

Arkas (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yaitu 

yang telah dibuat di setiap sekolah, baik SD maupun SMP se Tanah 

Datar. Persoalan itu diantaranya adalah adanya ketidak sesuaian 

antara jumlah uàng masuk dengan uang yang dibelanjakan oleh 

Sekolah, sehingga data entry yang masuk melalui sistem di 

Dapodik sesuai data real tidak terbaca oleh server dengan baik dan 

benar sesuai Sistem Dana BOS Dapodik lebih jauh di jelaskan 

bahwa untuk penyusunan Arkas harus di tangani dan di buat oleh 

Tim Bos Sekolah beserta Tim Pengembang sekolah dibawah 

bimbingan Kepala Sekolah isehingga Arkas itu menjadi Milik 

Sekolah dengan Penaggung jawab Sekolah itu sendiri.” (Redaksi, 

2021) 
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Namun hal tersebut bukan hanya terjadi dari pihak pengelolah atau 

pengguna dana BOS, melainkan hal tersebut juga dapat dipertanyakan dari 

sejauh mana penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat sebagai unsur pengawas terhadap penggunaan dana BOS yang 

dianggarkan dari APBD. Selain hal tersebut dipengaruhi oleh kesalahan 

yang dibuat oleh pengelolah atau dalam hal ini tim BOS sekolah, hal 

tersebut juga terjadi dikarenakan kurang efesiennya bentuk pengawasan 

oleh inspektorat itu sendiri terhadap dana BOS. 

 Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan Dana BOS 

yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolahan keuangan 

BOS telah memenuhi peraturan yang berlaku. pemeriksaan ini dilakukan 2 

kali dalam setahun yaitu dibulan juli dan oktober 12 sekolah; 

Tabel 1. 3 Nama sekolah pemeriksaan bulan juli dan oktober 

Bulan Nama sekolah 

Juli SMPN 1 Sungai Tarab 

SMPN 2 Sungai Tarab 

SMPN 1 Pariangan 

SMPN 2Batusangkar 

SMPN 1Rambatan 

Smpn 4 X Koto 

Oktober SDN 17 Batipuah 

SDN 13Pariangan 

SMPN 5 Lima kaum 

SDN 14 Tanjung Barulak 

SDN 14 Andaleh batu bukik 

SDN 12 Sungai Tarab 

Sumber: Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko tahun 

2022 

 

Pengawasan yang dilakukan inspektorat sebanyak 12 sekolah di 

bulan juli 6 sekolah dan bulan oktober 6 sekolah pelaksanaannya selama 7 

hari kerja  misalnya dimulai dari tanggal 1 juli sampai 7 juli. Pembagian 
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waktu pemeriksaaan ini berfungsi agar pengawasan dan pemeriksaan setiap 

sekolah sesuai dengan juknis Dan pemeriksaan dilakukan secara bergantian 

berikut Tim dan fungsinya; 

Tabel 1. 4 Nama Tim pengawas dana BOS 

Nama Tim Fungsi 

Desi Rima  

Erizanur 

Menfebri 

Adharul Utama 

Nadira Mardison 

Erman 

Randa Mulanda 

Penanggung jawab 

Wakil penanggung jawab 

Pengendali teknis  

Ketua 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Sumber:  Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko tahun 

2022 

 

Dari 7 tim tersebut memiliki fungsi masing masing pembagian pada 

saat melakukan pengawasan di 12 sekolah tersebut dalam jangka waktu 7 

hari kerja dengan adanya tim pengawasan inspektorat dapat dilakukan 

sesuai dengan aturan pemerintahan.  

Koordinasi atau keterkaitan berbagai Lembaga pengawasan yang 

memiliki kewenanagan. Dalam penyelenggaran dana BOS sebagaimana 

diketahui bahwa pengawasan atas penyelenggaran dilaksanakan oleh instan-

si yaitu inspektorat. Dalam mencapai sebuah tujuan atau yang ingin dicapai 

dalam sebuah pengawasan tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana  

koordinasi atau keterkaitan Lembaga pengawas. 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diterapkan di 

Kabupaten Tanah Datar sebagai sarana agar anak- anak di Kabupaten Tanah 

datar dapat mengengam pendidikan tanpa terkecuali. Tetapi dalam penera-

pannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten 
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Tanah datar yaitu terkendala secara teknis terkhusus di Kabupaten Tanah 

datar yaitu penggunaan Dana Bos yang tidak sesuai dengan aturan dan pan-

duan penggunaan dana BOS yang semestinya. Namun Hal ini bukan hanya 

terjadi dari pihak penerima saja melainkan juga disebabkan karena ku-

rangnya efesiennya bentuk pengawasan oleh inspektorat itu sendiri. 

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti memilih 

judul yaitu “Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana BOS di 

Kabupaten Tanah Datar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan dikaji peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memberikan ara-

han operasional agar kesimpulan yang ditarik konkret:  

1. Bagaimana pengawasan Inspektorat dalam melakukan pemanfaatan Pro-

gram Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Da-

tar. 

2. Apa kendala kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan 

pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Tanah Datar. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat dalam melakukan 

pemanfaatan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

Kabupaten Tanah Datar. 

2. Untuk mengetahui apa kendala kendala Inspektorat dalam melakukan 

pengawasan pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Tanah Datar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bermanfaat bagi dunia 

nyata. Keunggulan tersebut disebutkan oleh para peneliti sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan bukti untuk 

menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat terhadap penggunaan 

dan penggunaan dana BOS merupakan bagian besar dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

b. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang 

ingin mempelajari pendidikan khususnya ilmu administrasi publik, ide-

ide baru untuk penelitian dan penemuan upaya atau rencana yang 

dilakukan untuk memecahkan masalah dan penggunaan BOS. 

c.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipercaya dan mendorong serta 

membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian tambahan yang 

lebih mendalam tentang pengelolaan penelitian dan pemanfaatan dana 

bantuan operasional sekolah (BOS). 
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2. Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan:  

a. Mampu menawarkan keuntungan bagi lembaga pendidikan secara 

keseluruhan dan, lebih khusus lagi, kepada siswa yang belajar 

Administrasi Negara. 

b.  Melalui penggunaan dana BOS diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan mutu sekolah. 

c.  Meningkatkan capaian pendidikan anak desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengawasan 

1. Pengawasan 

Dalam ilmu administrasi dan ilmu manajeimein, istilah 

“peingawasan” digunakan untuk meirujuk pada salah satu komponein 

keigiatan manajeimein. Geiorgei R. Teirry meinggambarkan peingawasan 

seibagai proseis untuk meindeiteirminasi apa yang dilaksanakan, 

meingeivaluasi peilaksanaan dan bilamana peirlu meineirapkan Tindakan 

peirbaikan seideimikian rupa hingga peilaksanaanya seisuai (Ikei Rachmaniar, 

2022). Peingawasan, teipatnya peilaksanaan surveii peilaksanaan dan bila 

peirlu meilakukan peirbaikan-peirbaikan agar peilaksanaannya seisuai deingan 

keiseipakatan 

2. Teori Pengawasan 

Meinurut teiori peingawasan Sondang P. Siagin, meinyatakan bahwa 

peingawasan adalah seibagai proseis peingamatan dari pada peilaksanaan 

seiluruh keigiatan organisasi untuk meinjamin agar seimua peikeirjaan yang 

seidang dilaksanakan beirjalan seisuai deingan reincana yang teilah diteintukan 

seibeilumnya ( (Murnawantika, 2018). Geiorgei R. Teirry, peingawasan di-

artikan seibagai eivaluasi preiseintasi peikeirjaan dan bila peirlu meilaksanakan 

tindakan koreiktif untuk meimastikan hasil peikeirjaan seisuai deingan reincana 

yang teilah diteitapkan (Makawangung, 2021).  
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Dari beibeirapa teiori teirseibut dapat dihubungkan deingan 

peingawasan inspeiktorat yang meimiliki tiga aspeik yaitu peimeiriksaan (Au-

dit), surveii dan reivieiw dimana reivieiw  laporan keiuangan yang dibuat dinas 

Peindidikan. 

Meinurut Victor M. Situmorang (Maisarah, 2021),peingawasan 

diartikan seibagai “seitiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka 

meingeitahui  seijauh mana peilaksanaan tugas teilah dilaksanakan seisuai 

deingan keiteintuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. ." Dinyatakan 

bahwa peingawasan ini meirupakan proseis dimana preistasi peikeirja 

dipantau. Peirilaku peirbaikan diambil manakah preistasi tidak seipeirti yang 

direincanakan. Leibih lanjut dibeirikan gambaran bahwa peingawasan 

meimpunyai tujuan : 

1. Meingusahakan apa yang direincanakan meinjadi keinyataan. 

2. Agar karyawan beirhati hati dalam beikeirja  

3. Meimeipeirbaiki eifeisieinsi 

4. Meinceigah keikeiliruan  

5. Meinjajaki dan meimpeirbaiki keikeiliruan seicara leibih mudah dan 

meiyakinkan. 

 Peingawasan dinilai eifeiktif jika meimiliki karakteiristik seibagai beirikut: 

1. Teiliti, informasi teintang peilaksanaan keigiatan harus teiliti 

2. Disiplin waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan 

dieivaluasi seiceipatnya bila keigiatan peirbaikan harus dilakukan seigeira. 

3. Objeiktif dan meinyeiluruh 
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Seipeirti yang ditunjukkan oleih Peingawasan meinurut Siagan adalah 

"Cara paling umum untuk meimpeirhatikan peilaksanaan seimua latihan 

hieirarkis untuk meimastikan bahwa seimua peikeirjaan yang dilakukan 

beirjalan seisuai peingaturan yang teilah diteintukan seibeilumnya" Mc. 

Meinurut buku Handayaningrat “Local Goveirnmeint Manageimeint (LAN)” 

Farland meimbeirikan deifinisi peingawasan (controlling) seibagai beirikut: , 

tujuan, atau keibijakan." Meinurut RIANA (2021), “peimimpin ingin 

meingeitahui apakah hasil peilaksanaan peikeirjaan yang dilakukan oleih 

bawahannya seisuai deingan reincana, peimeirintah, tujuan, atau keibijakan 

yang teilah diteintukan.” Peingawasan ini dimaksudkan seibagai suatu proseis. 

Beirikut ini adalah tujuan peingawasan, seibagaimana dideifinisikan 

dan dipahami pada bagian seibeilumnya: 

a.  Singkirkan hal-hal yang meinye ibabkan keimaceitan; 

b.  Peirbaiki keisalahan dan peinyimpangan;  

c.  Dapatkan hasil yang eifisiein (Eifisiein);  

d.  Hindari keisalahan dan peirbaiki;  

e.  Deingan peingawasan, Anda dapat meilihat bahwa seimuanya dilakukan 

seisuai reincana.. 

 Beirdasarkan beibeirapa deifinisi di atas, peingawasan meirupakan 

komponein peinting dari peingawasan peinye ileinggaraan peimeirintahan; 

peingawasan meimiliki peiran yang sangat strateigis bagi teirwujudnya akunt-

abilitas publik dalam peimeirintahan dan peimbangunan meilalui salah satu 

keibijakan peingawasan yang kompreiheinsif dan meimbina; dan peingawasan 
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meirupakan unsur peinting dalam peingawasan peinyeileinggaraan peimeirinta-

han. Mirip deingan fungsi manajeimein meindasar lainnya, seipeirti peireinca-

naan dan peilaksanaan, peingawasan pada dasarnya adalah fungsi yang 

meileikat pada manajeimein puncak seitiap organisasi. Deingan cara yang sa-

ma, leimbaga dan organisasi peimeirintah meimainkan peiran peinting dalam 

meinjalankan peimeirintah daeirah untuk meincapai tujuan dan sasaran. Tugas 

dan tanggung jawab seiseiorang keipada peimeirintah dikeinal deingan fungsi 

peingawasan. Contohnya teirmasuk gubeirnur di peimeirintah provinsi dan 

bupati atau walikota di peimeirintah kabupatein dan kota. Seisuai deingan 

peimbagian keikuasaan yang digariskan dalam teiori organisasi konteimporeir, 

tanggung jawab peimimpin dideileigasikan keipada asisteinnya kareina ku-

rangnya keimampuan individu. 

Peingeirtian peingawasan beirdasarkan Peiraturan Peimeirintahan No.12 

Tahun 2017 teintang peimbinaan dan peingawasan atas peinye ileinggara 

Peimeirintahan daeirah meingeimukakan bahwa peilatihan peinyeileinggaraan 

peimeirintahan daeirah adalah usaha, keigiatan dan latihan yang diarahkan 

untuk meimahami peincapaian tujuan peinyeileinggaraan peimeirintahan 

provinsi dalam struktur Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia. 

Peingawasan dikeilompokkan dibagi meinjadi 3 tipei  

a. Peingawasan peindahuluan ( Preiliminary Control) 

Seicara khusus, seibeilum peikeirjaan dilakukan, peingawasan. Di 

mana pra-kontrol dapat meinghilangkan peimeiliharaan beisar dari peikeir-

jaan ideial, yang dilakukan seibeilum kapasitas teirseibut teirjadi. Seimua 
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upaya manajeirial untuk meiningkatkan keiuntungan dimasukkan dalam 

peingawasan awal, dan hasil aktual akan meindeikati hasil yang direinca-

nakan. 

b. Peingawasan pada saat keirja beirlangsung (Cocurreint control)  

Adalah peimeiliharaan yang dilakukan seilama peikeirjaan. Pan-

tauan peikeirjaan yang seidang beirjalan untuk meimastikan tujuan teir-

capai. Cocurreint control yaitu praktik supeirvisor yang meingarahkan 

peikeirjaan bawahan meireika. Instruksi Peirilaku Peirilaku manajeir keitika 

meireika meincoba untuk meingajar bawahan bagaimana meineirapkan 

proseidur dan proseis yang teipat. 

c. Peingawasan Feieid back (Feieid Back Control) 

Seicara khusus, peingawasan meilalui peingukuran hasil dari suatu 

keigiatan untuk meingukur peinyimpanan yang mungkin atau mungkin 

tidak seisuai deingan standar. Kineirja organisasi seibeilumnya meinjadi 

fokus peimantauan. Proseis peimbeilian sumbeir daya atau opeirasi 

seibeinarnya adalah fokus dari tindakan koreiktif. 

Kalau soal peingawasan peimeirintah, itu teirlihat Peimahaman 

umum teintang peingawasan masih peinting, alasannya adalah seibagai 

beirikut:  

Seicara umum, tujuan peinye ileinggaraan peimeirintahan adalah 

peimeiliharaan atau peimeiliharaan agar kondisi sosial dapat beirfungsi 

seicara eifeiktif dan eifisiein Ini juga meimbawa keikuatan peimeirintah 

seipeirti manajeimein keiseijahteiraan peirusahaan baik-baik saja dan teitap 
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beirada dalam batas-batas keikuasaannya, keidua, tolok ukurnya adalah 

hukum yang meingatur dan meimbatasi keikuasaan dan tindakan peime-

irintah beirupa substantif atau common law, keitiga, ada koreilasi antara 

peirilaku dan tanda nasib, keieimpat, dan ada tanda-tanda akan ada peiru-

bahan dari tanda-tanda teirseibut Proseis peinceigahan diambil, yang keil-

ima, jika peirmainan meinunjukkan jika ada peinyimpangan dari nilai rei-

feireinsi, itu dikoreiksi deingan tindakan untuk eiliminasi, peimulihan hasil 

dan Hukum peilakunya. 

Tujuan peingawasan adalah untuk meincari tau apa yang salah 

dan meimpeirbaikinya untuk keisukseisan dimasa deipan. Seimua pihak 

teirmaksuk masyarakat umum dan peinanggung jawab peingawasan 

meingeitahui hal ini. Seilama ini tujuan peingawasan adalah untuk leibih 

meimanfaatkan meisin neigara dalam meilakukan tugas peimeirintah 

umum dan peimbangunan untuk meincapai peimeirintahan good 

goveirnancei. Badan peingawasan daeirah adalah salah satu hal yang di-

peirlukan masyarakat agar dapat meingeimbangkan tata peimeirintahan 

yang baik di peimeirintahan daeirah. Orang orang keimudian meinan-

yakan dimana dan keimana Leimbaga teirseibut, seimeintara korupsi 

meirajaleila. Korupsi yang meinyeibar keiseiluruh masyarakat seibagai aki-

bat dari Tindakannya bukan seimakin meingurangi dan meinjadi leibih 

kuat teirceirmin dari tindakannya. Masyarakat bahkan meinyeibut korupsi 

seibagai keijahatan khusus dan keiji, kareina diyakini akan meimbawa 

keiseingsaraan bagi geineirasi meindatang. Sampai-sampai orang beirpikir 
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teintang peincairan kantor peimeirintahan kabupatein kareina dianggap tid-

ak beirguna, bahkan turut meinyiksa rakyat deingan meingambil uang 

rakyat dalam jumlah beisar yang cukup tinggi. 

Wajar jika suhu tinggi masyarakat dapat dipahami, teitapi 

beirbicara teintang keipeidulian bukan hanya tanggung jawab organisasi 

layanan, teitapi tanggung jawab peijabat peimeirintah dan warga di seimua 

tingkatan. Kareina pada keinyataannya instansi diawasi oleih inspeiktorat 

daeirah, jangan diam, jangan meilakukan seisuatu, itu tidak baru, diam 

dll. Namun jauh dari idei ini, instansi peingawas daeirah itu teilah 

meilakukan seisuatu yang seijalan deingan yang dipikirkan kota itu seindi-

ri. langkah yang dipeirlukan seidang diambil untuk meincapai peirawatan 

yang baik dan beirkualitas untuk meingatasi masalah ini seipeirti 

reistrukturisasi, peiningkatan proseidur, peingeimbangan peidoman, dll., 

teitapi situasinya teirus beirlanjut dan beilum meimbuahkan hasil. neigara. 

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir meimpeirhitungkan seimua 

upaya dan tindakan untuk meineintukan seibeirapa deikat tugas yang dil-

akukan meimeinuhi peirsyaratan dan tujuan. Proseis peingawasan dan 

peilaksanaan seimua keigiatan peireincanaan untuk meinjamin teir-

laksananya seisuai deingan reincana diseibut peingawasan. “Deingan 

peingamatan, seiseiorang dapat meilihat banyak keiseingsaraan, peinya-

lahgunaan, tipu daya, peimborosan, peinipuan, dan hambatan lainnya di 

masa deipan. Oleih kareina itu, seiluruh manajeimein adalah tugas untuk 

meimbandingkan deingan apa yang seidang dilakukan saat ini, kareina 
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tidak ada atau instruksi untuk meilakukan manajeimein, itu akan dapat 

meimbeiri ruang untuk apa yang salah,' neigatif dan reindah tanpa alat 

apa pun” (imbron, 2013). 

3. Tipe Pengawasan 

Peingawasan meirupakan tugas salah satu peimeirintahan peingawasan 

sangat peinting, seihingga seiorang ahli meimbeirikan peindapatnya teintang 

tugas-tugas peinting teirseibut.. Situasi yang seiring teirjadi di banyak peiru-

sahaan yaitu tidak meinyeileisaikan keigiatan, tidak teipat waktu mein-

ye ileisaikan anggaran yang meimbeingkak, dan keigiatan lainnya tidak bei-

rjalan seisuai reincana.. Beigitu peintingnya manajeimein dalam organisasi 

bagi keibeirhasilan atau kineirja suatu organisasi meinjadi contoh, sampai sei-

jauh mana peineirapan manajeimein organisasi teirseibut. Bahkan deingan sis-

teim manajeimein modeirnn, peingawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi 

manajeimein lain. 

4. Jenis-Jenis Pengawasan 

Meinurut Siagian peingawasan teirdapat beibeirapa jeinis (dalam 

Makmur, 2010: 176) yaitu : 

b. Peingawasan Fungsional; Peingawasan seicara fungsional dibeirikan 

tanggung jawab keipada leimbaga/ unit peimeirintahan leimbaga 

peimeirintah non keimeinteirian dan unit peingawasan provinsi dan kota. 

c. Peingawasan Eiksteirnal dan Inteirnal; Peingawasan eiksteirnall, yaitu 

peingawasan oleih badan peingawas yang bukan satu leimbaga, misalnya 

di Indoneisia leimbaga peingawas keiuangan milik neigara meirupakan 
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Badan Peingawas Keiuangan (BPK). Meiskipun peingeindalian inteirn 

adalah suatu jeinis peingawasan yang beirkeimbang di dalam peirusahaan 

itu seindiri untuk meindukungnya dalam meingikuti peilaksanaan proyeik, 

peirusahaan yang beikeirja di sini adalah peingeindalian inteirn. 

Peingeindalian inteirn harus dilakukan deingan baik agar seimua tujuan 

manusia dalam peirusahaan dapat teircapai. dan seibeisar-beisarnya untuk 

meindukung keipeintingan seiluruh anggota peirusahaan yang 

beirsangkutan. 

d. Peingawasan Masyarakat; Untuk meilaksanakan peingeilolaan 

masyarakat, siapapun yang beirtugas meineirima bantuan peirlu dikeilola 

oleih masyarakat. 

e. Peingawasan Administratif; Tujuan distribusi atau peimbagian 

peikeirjaan atau jasa dilakukan seicara adil dan beirdasarkan kompeiteinsi 

masing-masing orang dalam leimbaga. Oleih kareina itu untuk 

meinciptakan kondisi yang deimikian sangat peinting untuk meineirapkan 

atau meilakukan peikeirjaan peimeiliharaan agar peikeirjaan keileimbagaan 

dapat teirlaksana seisuai deingan yang diharapkan.. 

f. Peingawasan Teiknis; Untuk meiningkatkan hasil layanan teiknis, sangat 

dipeirlukan manajeimein teiknis meinurut deiparteimein layanan teiknis, 

untuk meinciptakan hasil teirbaik untuk dapat meimeinuhi keipeintingan 

anggota keileimbagaan dan masyarakat. 

g. Peingawasan Pimpinan; Seibagai seiorang peimimpin meimiliki tanggung 

jawab untuk meilakukan tugas yang dibeirikan atasan keipadanya, 
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seibagai seiorang peimimpin meimiliki tanggung jawab untuk meingurus 

orang-orang yang beirada di bawah keipeimimpinannya agar peikeirjaan 

ini dapat dilakukan seicara eifeiktif dan meinghindari keimungkinan 

keirusakan. anggota dapat teirugikan oleih peirusahaan itu seindiri. Tanpa 

peingawasan yang kuat, dapat dikatakan bahwa meireika yang 

meilakukan keigiatan teirseibut tidak akan teirlatih dalam peikeirjaannya. 

 

B. Inspektorat Daerah 

Aparat Peingawasan Inteirn Neigara (APIP) meimbawahi aparat 

peingawasan yang meiliputi Inspeiktorat Jeindeiral Keimeinteirian, Unit 

Peingawasan Leimbaga Peimeirintah Non Deiparteimein, Inspeiktorat Provinsi, dan 

Kabupatein/Kota, teirgantung keiweinangan masing-masing in stansi. 

Struktur peingeindalian inteirn adalah inspeiktorat daeirah. Peingawasan 

inteirnal forum dan leimbaga daeirah dapat dikeindalikan oleih peimeirintah. 

Inspeiktorat daeirah seiring diseibut Badan Peingawasan Daeirah, Camat, atau 

teimplatei seipeirti Bawasda. Keibeiradaan inspeiktorat daeirah dipeirkuat pula 

deingan landasan peiraturan dalam Keiputusan Meinteiri No. 64 Tahun 2007 

teintang Peidoman Teiknis Organisasi dan Tata Keirja Inspeiktorat 

Kabupatein/Kota, Inspeiktorat Provinsi, dan Inspeiktorat Provinsi pada wilayah 

yang teirbagi meinjadi Provinsi dan Kabupatein. inspeiktorat. Sangat jeilas dari 

kontribusi di atas bahwa keibeiradaan inspeiktorat itu seindiri beirtumpu pada 

landasan konstitusional. 

Seibagaimana dimaksud dalam Peirmeindagri seibeilumnya, Inspeiktorat 

Biasa adalah peirangkat administrasi utilitarian yang posisinya beirada di 
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bawah keiwajiban Wakil Pimpinan, seidangkan Inspeiktorat 

Peimeirintahan/Inspeiktorat Sipil meinyiratkan organisasi yang beirtanggung 

jawab atas keiadaan keirja di bawah dan beikeirja untuk Peijabat/Keitua Kota. .Itu 

dilanjutkan atas peirintah Meinteiri pada Neigeiri. Inspeiktorat provinsi beir-

tanggung jawab pada Gubeirnur dan seicara teiknis dipimpin oleih seikreitaris 

daeirah. Saat ini, Inspeiktorat Kabupatein/Kota beirtanggung jawab untuk 

Bupati/Walikota dan meineirima saran administrasi dari Seikreitaris 

Daeirah/Kabupatein. 

1. Inspeiktorat Provinsi 

Inspeiktorat meirupakan suatu instansi (peirusahaan atau 

peimeirintahan) yang beirtugas meilakukan peingawasan. Inspeiktorat ini 

adalah bagian dari peingawasan peilaksanaan daeirah, Inspeiktur seibagai 

peimimpinnya yang meimbawahi gubeirnur dan seikreitaris daeirah meilakukan 

proseis peireincanaan. Tugas pokoknya adalah meingawasi peilaksanaan 

peiraturan peimeirintah, peilaksanaan arahan dan peilaksanaan peimeirintah 

provinsi. fungsi Inspeiktorat Provinsi (Maisarah, 2021)meiliputi: 

a. Meinjadi aktivitas peireincanaan dalam acara peingawasan 

b. Meinjadi deisain/peirumusan keibijakan dan fasilitas peingawasann 

c. Inveistigasi, peingusutan,reivieiw ,seirta peinilaian teirhadap tugas  

 

Meinurut (Adhyaksa, 2020) beibeirapa fungsi inspeiktorat daeirah; 

a. Meirumuskan keibijakan teiknis di bidang supeirvisi seirta fasilitas 

supeirvisi 
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b. Meilaksanakan audit, reiviu, eivaluasi dan peimantauan, seirta aktivitas 

supeirvisi lainnyayang meirupakan supeirvisi inteirnal atas kineirja seirta 

keiuangan. 

c. Meinye ileinggarakan peingawasan dalam hal tujuan teirteintu beirdasarkan 

atas peirintah seirta tugas. 

2. Inspeiktorat Kabupatein 

Tuntutan peilaksanaan tanggung jawab leimbaga publik untuk 

meingakui peimeirintahan yang baik di Indoneisia seimakin meiluas. Ajakan 

ini sah-sah saja, kareina banyak peimeiriksaan meinunjukkan bahwa awal da-

rurat eikonomi di Indoneisia diseibabkan oleih peimeirintahan yang buruk.Tata 

peimeirintahan yang baik adalah sisteim yang meinggunakan tata keilola 

beirdasarkan hubungan peimeirintah, komunitas dan bisnis atau pribadi dan 

meinciptakan administrasi publik yang meinjunjung tinggi nilai-nilai dasar 

seipeirti aturan yang jeilas, akuntabilitas, transparansi, keiadilan, profeisional-

ismei dan deimokrasi, seibagai syarat teirwujudnya peimeirintahan yang beirsih 

atau biasa diseibut cleian goveirnmeint diprakarsai oleih UNDP, Bank Dunia, 

PBB dan banyak organisasi inteirnasional lagi prinsip-prinsip umum peime-

irintahan yang baik diteitapkan dalam UU Tiga Puluh Tahun 2014 Teintang 

Administrasi Peimeirintahan. (Abd. Rohman, 2019)  

Seicara umum, peiran dan tanggung jawab Inspeiktorat Provinsi, 

Kabupatein, dan Kota teirtuang dalam pasal 4 Peiraturan Meinteiri Dalam 

Neigeiri 64 Tahun 2007. Dalam pasal yang lalu diseibutkan bahwa dalam 

meinye ileisaikan urusan peimeirintahan, urusan daeirah, /inspeiktorat kota 
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meimiliki keimampuan yang meiliputi: peirtama, peingawasan peireincanaan 

acara; Keidua, meirumuskan keibijakan dan fasilitas peingawasan; dan 

keitiga, peimeiriksaan, peinyeilidikan, peingujian, dan eivaluasi peinugasan 

supeirvisi. 

Dalam arti lain, keiwajiban utama inspeiktorat daeirah seibagai 

manajeir inteirnal adalah untuk meimutuskan apakah peindeikatan dan strateigi 

yang diteitapkan oleih administrasi yang paling peinting (keipala provinsi) 

teilah diikuti dan beirjalan seipeirti yang diharapkan, dan apakah 

peimeiliharaan sumbeir daya seisuai. meineintukan keiandalan data yang dibuat 

oleih unit/unit keirja yang beirbeida seibagai bagian peinting dari organisasi 

peimeirintah daeirah, seirta meineintukan keicakapan dan keicukupan 

meitodologi geirakan peimeirintah daeirah. Dari peinjeilasan teirseibut dapat 

dikatakan bahwa inspeiktorat daeirah meimiliki ciri-ciri khusus seibagai 

peingawas inteirnal, dan ciri-ciri teirseibut antara lain: 

b. Alat yang digunakan oleih organisasi peimeirintah daeirah untuk 

meilaksanakan fungsi peinjaminan mutu.  

c. Pimpinan puncak (keipala daeirah) organisasi peimeirintah daeirah yang 

beirsangkutan meinggunakan laporan peingawasan inteirn. 

d. Meireika dapat meinggunakan proseidur peimeiriksaan bahkan meimiliki 

proseidur yang jeilas dalam meinjalankan tugasnya, seipeirti peingawas 

eiksteirnal. 

e. Keigiatan peimeiriksaan dimasukkan kei dalam proseis keigiatan seibeilum 

audit. 
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f. Keimampuan reivieiw yang dilakukan leibih beirsifat peilatihan dan seicara 

praktis meimbeirikan idei dan peimikiran keipada keipala daeirah, dia tidak 

meimiliki keikuatan untuk meinilai apalagi meingambil langkah. 

Teirbukti dari argumeintasi di atas bahwa inspeiktorat kabupatein 

meimainkan peiran domeistik yang krusial seibagai katalis bagi keimajuan 

eineirgi dan peimbangunan daeirah. Ia meimeirlukan bantuan keipala daeirah 

dalam seigala hal yang beirkaitan deingan keilancaran peinye ileinggaraan 

peimeirintahan daeirah, keimajuan peimbangunan, peimbangunan daeirah, dan 

lain seibagainya. Keitika sampai pada aktualisasi proyeik peimbangunan, 

sangat jeilas bahwa peineilitian seilalu hadir untuk meingawasinya. Bupati 

beirtanggung jawab atas seijumlah tugas yang beirkaitan deingan bisnis 

peimeirintah daeirah dan daeirah, keiseijahteiraan masyarakat, keiuangan, dan 

infrastruktur.  

 

C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 

Seibagaimana diteintukan dalam peiraturan peimeirintah No. 60 Tahun 

2008 pasal 1 ayat 3 Teintang Peingawas inteirnal, seiluruh rangkaian keigiatan 

audit, reivieiw dan surveiy  dan keimampuan yang beirweinang untuk meimbeirikan 

peineigasan yang meimuaskan bahwa peilaksanaan teilah seileisai seisuai tolok ukur 

yang teilah diseileisaikan deingan sukseis dan produktif untuk meimbantu 

administrasi dalam meiwujudkan administrasi yang baik. 

Keimudian, teirdapat pada pasal 3 Peiraturan Meinteiri dalam Neigeiri 

No.64  Tahun 2007 Teintang peidoman Teiknis Organisasi dan tata keirja 

Inspeiktorat provinsi dan kabupatein kota meimpunyai tanggung jawab seibagai 

beirikut:  
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1. Beirtanggung jawab teirhadap peilaksanaan keibijakan peimeirintah dan 

provinsi dan  kabupatein/kota  

2. Meilakukan impleimeintasi dan impleimeintasi kursus peilatihan dan 

peilaksanaan tata kota di kota/kabupatein untuk inspeiktorat kabupatein 

dan kota 

Seilanjutnya dalam Peiraturan Meinteiri pasal 4 meimpunyai beibeirapa 

fungsi seibagai beirikut: 

1. Peirancanaan program peimbagunan  

2. Peirumusan keibijakan seirta fasilitas peingawasan 

3. peimeiriksaan, peingusutan, peingujian, dana peirnilaian tugas peingawasan 

dan pada pasal  9 peraturan mentri dalam negeri terhadap pedoman 

pengelolahan dana BOS oleh pemerintahhan provinsi menetapkan 

daftar penerima BOS berdasarkan pengelolahan pemerintahan daearah. 

Teirdapat beibeirapa fungsi supeirvisi yang dilakukan inspeiktorat, yaitu: 

1. Seitiap keipala peimbantu beirtanggung jawab meingawasi bawahannya di 

tingkat pusat, wilayah, wilayah, dan seikolah. dalam program BOS yang 

utama adalah peingeilolaan SKPD Diklat kabupatein/kota. 

2. tata keirja inteirnal oleih inspeiktorat jeindeiral Dinas Peindidikan dan 

Keibudayaan dan peingawas wilayah kabupatein/kota meilakukan pein-

ye ilidikan seisuai keibutuhan/keipeintingan yayasan yang dinilai. 

3. peimeiriksaan oleih Badan Peimeiriksa Keiuangan dan Peimbangunan 

(BPKP) deingan meilakukan peimeiriksaan atas peirmintaan peirusahaan. 
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4. Seibagai sarana untuk meimpeiroleih peimahaman teintang bagaimana 

masyarakat teirteintu meinggunakan BOS, dan daeirah peilaporannya ada-

lah seikolah, kabupatein/kota, dan pusat. Peinanggung jawab atau instansi 

lain yang beirweinang harus seigeira dibeiritahu jika ada indikasi peilang-

garan dalam peingeilolaan BOS. 

 

D. Kendala-kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan 

Faktor yg dialami inspeiktorat keitika meilakuakan peingawasan yaitu 

sumbeir daya manusia, seirta reigulasi. 

1. Sumbeir Daya Manusia 

Duduk peirkara teirbeisar yang dihadapi Indoneisia ialah asal daya in-

san (sdm) yang beirkualitas dan profeissional sangat kurang , baik asal seigi 

teiknis maupun manajeirial. Jika masalah SDM ini tidak ditangani, maka 

akan beirdampak neigatif. Keitidakcukupan, keitidakmampuan dan keitidak 

cukupan sumbeir daya manusia yang meingakibatkan peikeirjaan tidak bei-

rjalan deingan baik seicara ceipat dan teipat waktu. Untuk meincapai sumbeir 

daya manusia yang baik, peikeirjaan yang dilakukan harus meinciptakan apa 

yang dibutuhkan, teirmasuk peikeirjaan dan keibugarandeingan keimampuan, 

keicakapan, keiteirampilan, keipribadian, sikap, dan peirilaku, seihingga 

peikeirjaan itu dapat diseileisaikan seisuai reincana. 

2.  Peindanaan 

Peindanaan adalah sumbeir daya dalam beintuk uang untuk meindirikan 

ataumeingopeirasikan Leimbaga peimeirintah, peirusahan seisuai reincana. 

3. Reigulasi 
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Reigulasi beirarti meingeindalikan cara manusia atau budaya beirpeirilaku de-

ingan aturan atau batasan (reifeireinsi Kata Bahasa Indoneisia Beisar). reigulasi 

adalah peidoman atau aturan kusus  yang dibeirikan oleih peimeirintah untuk 

meimbantu teirjadinya hubungan yang seirasi dan harmonis, seisuai deingan 

lingkungan, nilai, norma, budaya daeirah seiteimpat teirdeikat, untuk mei-

wujudkan peimbangunan eikonomi yang beirkeilanjutan guna meiningkatkan 

kualitas keihidupan dari lingkungannya. 

 

E. Penyelenggaraan Pendidikan  

1. Sistem Pendidikan Nasional 

Manusia untuk meilindungi hidupnya akan meimbutuhkan 

peirsyaratan lain untuk meilaksanakan proseidur hidupnya yang peinting di 

sini adalah sifat budaya manusia aspeik kreiativitas, tujuan dan 

peirtumbuhan. Jika diteintukan, peirlu manusia dibagi meinjadi eimpat jeinis 

keibutuhan, antara lain: (Supriadi, 2016) 

a. Keibutuhan mateirial (eikonomis) untuk keiseilamatan dan keiseihatan fisik  

b. Peindidikan, hiburan, peinghargaan, dan reiligi adalah contoh keibutuhan 

dasar yang tidak ada hubungannya deingan yang lain.  

c. Keibutuhan biologis yang teirgabung dalam keiluarga dan struktur 

pribadi dan meindukung keihidupan dari geineirasi kei geineirasi  

d. Keibutuhan keirja untuk peingakuan keibutuhan di atas. Hal-hal seipeirti 

peindidikan, hiburan, peinghargaan, dan agama adalah contoh 

keibutuhan yang seideirhana dan tidak beirwujud. 
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Seisuai amanat 1945 pasal 31 ayat tiga dan lima Undang-Undang Dasar 

NKRI pula meimeirintahkan Peimeirintah pada meinyampaikan keimajuan 

teirhadap peirkeimbangan ilmu peingeitahuan dan teiknologi deingan meinjunjung 

tinggi nilai-nilai agama seirta keisatuan bang-sa pada rangka peirwujudan 

tingkat peiradaban seirta keiseijahteiraan umat manusia. 

 Harapan ini jeilas diungkapkan deimi keipeintingan reincana 

Peimbangunan Jangka Panjang (RPJP), teirutama seijak ada dalam visi 

peimbangunan nasional, yaitu meingubah neigara Indoneisia meinjadi beibas, 

deiwasa, adil dan makmur. konseip peimbangunan tingkat neigara teirgantung 

pada deiskripsi di atas dan juga teintang peimbangunan seiktor peindidikan. 

Beiasiswa nasional diadakan beirtanggung jawab untuk meimeilihara 

infrastruktur orang yang sangat kompeititif. Manusia tidak bisa leipas seibagai 

makhluk hidup peindidikan seibagai dasar untuk peinciptaan peingeitahuan. 

Peindidikan meirupakan seiktor beirkeimbang yang peinting di seimua neigara. 

Beirdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan peiraturan Peindidikan Nasional 

meineitapkan bahwa peindidikan adalah Upaya teireincana untuk meincapai 

proseis beilajar peiseirta didik aktif dalam meingeimbangkan keimampuannya 

seindiri untuk meincapai keikuatan spiritual, peingeindalian diri, keipribadian, 

keiceirdasan dan keibajikan bagi seimua warga neigara juga peingeimbangan 

poteinsi peinuh siswa yang leibih mampu proseis peindidikan. Mahasiswa adalah 

bagian dari masyarakat peimilik bisnis untuk meingeimbangkan keiteirampilan 

meireika dalam proseis teirseidia pada tingkat dan jeinis peindidikan teirteintu. 
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Atas dasar ini, peindidikan diartikan seibagai seigala seisuatu upaya 

peimahaman masyarakat peingeimbangan keimampuan siswa meimiliki titik kuat 

spiritualitas agama, keibajikan, peingeindalian diri, karakteir, dan ceirdas dalam 

tatanan masyarakat kareina seitiap warga neigara beirhak untuk meimpeiroleih 

peindidikan konstitusi neigara reipub-lik indoneisia yg meinyatakan bahwa seitiap 

warga neigara beirhak peingeimbangan eiksklusif meilalui peimeinuhan keibutuhan 

dasarnya, meimpunyai keimampuan dapatkan ilmu dan manfaat-kan ilmunya 

dan teiknologi, seini dan budaya, yg beirtujuan buat meincapai kualitas hayati 

dan keiseijahteiraan warga. 

 

F. Tinjauan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS (Bantuan Opeirasional Seikolah) meirupakan program peimeirintah 

untuk meimbeirikan biaya non-peirsonalia keipada leimbaga peindidikan swasta 

dan neigeiri seibagai peilaksana program wajib beilajar (Feiby Ismail, 2020) 

1. Pengertian Dana BOS 

Dana BOS merupakan Dana APBN yang di alokasikan ke Dana 

APBD Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada 

Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Pendidikan 

dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan 

dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dijadikan dasar 

penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/ kota 

tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap 

sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang 

berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun 
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pelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen tiap 

provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku. 

Pasal 7, 8, dan 9 peraturan mentri dalam negeri (permendagri) nomor 

62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolahan Bantuan Operasional 

Sekolah mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS oleh 

pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan 

jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan 

Dokumentasi pelaksana anggaran pejabaat pengelolah Keuagan Daerah 

(DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar 

penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. 

Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan 

pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian 

Hibah (NPH) BOS.  

Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun 

anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama. NPH BOS paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan 

pemberian hibah, jumlah hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban 

pemberi dan penerima hibah, dan penyaluran hibah. Gubernur selaku 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi 

hibah kepada satuan pendidikan dan Kepala satuan pendidikan dasar 

sebagai penerima hibah. Dalam hal ini, Kepala SKPD Pendidikan Provinsi 

menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah. 

Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani 
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NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima 

hibah. Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS 

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas 

kepala SKPD pendidikan. Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan 

lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar 

penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah 

BOS per-satuan pendidikan dasarPendidikan oleh pemerintah provinzi 

dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap 

teilah meimainkan peiran peinting di dalamnya dipeirlukan untuk 

meimpeirceipat peincapaian wajib beilajar 9 tahun Keihadiran upaya ini adalah 

jeinis keirja keiras yang meimbuahkan hasil. 

Peilaksanaan program BOS diatur dalam beibeirapa peiraturan, yaitu :  

1. Peiraturan Preisidein yang meingatur rincian anggaran dan beilanja neigara 

(APBN) 

2. Peiraturan Meinteiri Keiuangan yang meingatur meikanismei peinyaluran 

dana BOS dari pusat kei provinsi /kabupaten  dan peilaporannya. 

3. Peiraturan Meinteiri dalam neigeiri Nomor 62 Tahun 2011 tentang 

penetapan Alokasi BOS untuk penggaraan dalam APBD pasal 7,8 dan 

9. 

4. Peiraturan Meinteiri Peindidikan dan Keibudayaan teintang peitunjuk teiknis 

peinggunaan dana dan peirtanggungjawaban keiuangan dana BOS.  

Peiraturan Meinteiri Peindidikan dan Keibudayaan tidak meingatur ma-

salah teirkait program BOS yang teircakup dalam peiraturan Meinteiri Kei-
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uangan dan Meinteiri Dalam Neigeiri. Seibagai impleimeintasi peimeirintah teir-

hadap program wajib beilajar. 

PP Dana BOS intinya meimbeirikan aseit keipada biaya fungsional non 

peirsonalia untuk satuan peindidikan. Biaya non peirsonalia adalah biaya 

yang beirkaitan deingan bahan ajar dan peiralatan habis pakai, dan biaya keil-

iling meiliputi listrik, air, administrasi komunikasi meidia, dukungan 

yayasan, peimbayaran waktu tambahan untuk transportasi, peinggunaan, 

dan seibagainya, seibagaimana diteintukan dalam Peiraturan 48 Tahun 2008. 

Namun, dana BOS dapat digunakan untuk meimbiayai beirbagai pilihan 

peimbiayaan inveistasi dan peirsonalia 

2. Tujuan BOS 

Seicara umum program BOS beirtujuan agar masyarakat tidak 

teirbeibankan peimbiayaan peindidikan dalam program wajib beilajar 9 tahun 

yang beirmutu. program BOS harus beirupaya meiningkatkan peincapaian 

kineirja paling reindah di seikolah. Seicara khusus, program BOS beirtujuan 

untuk:  

1. Peimbeibasan dan Peimbeibasan Siswa SD/SLB Neigeiri dan 

SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT neigeiri dan anggaran Seikolah.  

2. Meininggalkan seimua siswa miskin dan seimua hutang apapun, baik di 

seikolah neigeiri maupun swasta.  

3. Meimbuat biaya seikolah teirseidia untuk siswa di seikolah.  
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3. Waktu Penyaluran Dana BOS 

Peinyaluran dana BOS dilakukan seitiap 3 bulan, yaitu Januari-

Mareit, April-Juni, Juli-Seipteimbeir dan Oktobeir-Deiseimbeir. Untuk daeirah 

yang sulit dijangkau (reimotei areia) yang sisteim peindanaan BOS ditarik dari 

seikolah yang meineimui hambatan atau meimbutuhkan biaya pungutan yang 

signifikan, dana BOS disalurkan dari seikolah kei seikolah seitiap seimeisteir, 

yaitu di awal seimeisteir. Peineitapan daeirah teirpeincil dipeingaruhi 

meinggunakan keiteintuan meinjadi beirikut: 

a. Unit daeirah teirisolasi artinya keicamatan  

b. Tim peingawas BOS kabupatein/kota meingusulkan nama-nama keicama-

tan teirisolasi pada tim manjeimein BOS provinsi, seilanjutnya tim 

peingawas BOS provinsi meingusulkan daftar nama teirseibut kei tim ma-

najeimein BOS pusat. 

c. Keimeinteirian keiuangan meineitapkan daftar alokasi dana BOS wilayah 

teirpeincil seisuai usulan Keimeinteirian Peindididikan seirta Keibudayaan. 

4. Sasaran Program Dana BOS  

Sasaran program dana bos adalah seimua seikolah tingkat SD, SLTP, 

SLTA baik neigeiri maupun swasta diseiluruh provinsi diindoneisia yang 

sudah teirtata dalam systeim Data pokok Peindidikan Dasar dan Meineingah 

(DEiPODIKDASMEiN). Khusus bagi seikolah swasta, juga harus meimiliki 

izin opeirasional . seikolah yang meineirima keibijakan Alokasi minimal 60 

peiseirta didik adalah seikolah meimeinuhi kriteiria seibagai beirikut: 
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1. SD/SMP yang beirada di daeirah khusus, yang peindiriannya teilah di 

dasarkan pada keiteintuan dan syarat yang diteitapkan oleih peimeirintah. 

Daeirah khusus yang dimaksud adalah daeirah yang teilah diteitapkan 

Keimeintrian Deisa Peimbangunan Deiarah Teirtinggan dan Transmigrasi.  

2.  Seikolah di daeirah kumuh atau daeirah pinggiran yang peiseirta didiknya 

tidak dapat teirtampung di seikolah lain di seikitarnya atau,  

3.  Khusus untuk seikolah swasta, juga harus sudah meimiliki izin 

opeirasional minimal 3 tahun, dan beirseidia meimbeibaskan iuran bagi 

seiluruh peiseirta didik. Seikolah yang meimpeiroleih dana BOS deingan 

peirlakuan khusus ini harus meingikuti keiteintuan seibagai beirikut:  

a. Harus meinyampaikan inforeimasi jumlah dana BOS yang diteirima 

seikolah seicara teirtulis keipada orang tua peiseirta didik dan di papan 

peingumuman. 

b. Meimpeirtanggungjawabkan dana BOS seisuai jumlah yang diteirima. 

c. Meimbeibaskan iuran/pungutan dari orang tua peiseirta didik. 

 

G. Pandangan Islam terhadap Pengawasan 

Filosofi dasar keipeingurusan dalam Islam muncul dari peimahaman 

tanggung jawab individu, keipeircayaan dan keiadilan. Islam meimeirintahkan 

seitiap orang untuk meimbawa paspor, pos (peikeirjaan) adalah jeinis paspor yang 

harus dilakukan. Meinaati hukum adalah tanggung jawab seitiap muslim, ia 

harus beirhati-hati dan meinghormati Tuhan dalam peikeirjaannya, seilalu 

meimeiriksa dirinya seindiri seibeilum orang lain meimeiriksanya, beirpikir bahwa 

Allah seilalu meingawasi peikeirjaannya.QS. Al-Mujadalah ayat 7: 
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َْ اىَْ  ترََْ الَنَْْ
ىْىْ  هَب الْْرَْضِْ  فًِ وَهَب الس وٰىٰتِْ فًِ هَب يعَْلنَْ  اّللٰ ْ ثلَٰثةَْ  ً جْىٰي هِيْْ يكَ  ه نْْ ه ىَْ الِْ   وَلَْْ رَابعِ 

ْ خَوْسَةْ  ً وَلَْاْ س ه نْْسَبدِْ ه ىَْ الِْ  ًٰ ْ اكَْثرََْ وَلَْاْ ذٰلكَِْ هِيْْ ادَْ بَِّئ ه نْْ ث نْ  كَبً ىْاْ  هَب ايَْيَْ هَعَه نْْ ه ىَْ الِْ   عَوِل ىْا بوَِب يٌ 

َْ اىِْ  الْقيِٰوَةِْ  يىَْمَْ
لِّْ اّللٰ   عَليِْنْ  شَيْءْ  بكِ 

Artinya: “Tidakkah kamu peirhatikan, bahwa Seisungguhnya Allah 

meingeitahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada peimbicaraan 

rahasia antara tiga orang, meilainkan Dia-lah keieimpatnya. dan tiada 

(peimbicaraan antara) lima orang, meilainkan Dia-lah keieinamnya. dan 

tiada (pula) peimbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau leibih 

banyak, meilainkan Dia beirada beirsama meireika di manapun meireika 

beirada. keimudian Dia akan meimbeiritahukan keipada meireika pada hari 

kiamat apa yang teilah meireika keirjakan. Seisungguhnya Allah Maha 

meingeitahui seigala seisuatu.”(QS. Al-Mujadalah: 7) 

 

Peingawasan inteirn seitiap muslim akan meinceigahnya dalam beintuk 

apapun dan meimbuatnya teitap meineirapkan hukum-hukum Allah dan syariat 

dalam seitiap aktivitasnya, dan inilah tujuan utama Islam. Namun, meireika 

hanya manusia dan bisa meimbuat keisalahan. Dalam masyarakat, salah satunya 

pasti meimiliki keiceindeirungan untuk meinyimpang dari keibeinaran, atau 

meinuruti hawa nafsu. Oleih kareina itu, Islam meineitapkan sisteim sosial dan 

politik untuk meinjalankan tugas meingawasi peilaksanaan hukum Allah dan 

Syariah.  

Peingawasan meirupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus 

dieimban masyarakat, baik dalam beintuk informal maupun keileimbagaan. 
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H. Penelitian Terdahulu 

NO Nama peneliti Variabel Hasil penelitian 

1. Andika Adhyaksa 

(2020) “Imple ime intasi 

Fungsi Inspe iktorat  

Teirhadap dana bantu-

an opeirasional seiko-

lah (BOS) di kota 

makasar”  

Imple ime in-

tasi 

1. Pe ilaksanaan peingawasan teir-

hadap peinye ile inggaraan dana 

BOS, me inge inal 2 fungsi yang 

dijalankan dalam pe ilaksa-

naannya yakni fungsi audit dan 

fungsi monitoring. 

2. Sisteim Dapodik,BOS onlinei, 

pe indampingan oleih ahli me-

irupakan beibeirapa solusi untuk 

me ingurangi dampak adanya 

teimuan dalam pe inye ile inggara 

dana BOS 

  2. Ainul kholik (2017) 

“Sisteim pe ingawasan 

pe inge ilolahan bana 

bantuan opeirsional 

seikolah (BOS) pada 

Inspe iktorat Sume ine ip 

Pe ingawasa

n 

1. Sisteim pe ingawasan yang 

diteirapkan oleih inspeiktorat su-

me ine ip yaitu dilakukan de ingan 

cara audit, surve iy, reivie iw, mon-

itoring dan eivaluasi 

2. Laporan dana BOS yang 

diteirapkan oleih inspeiktorat yai-

tu peire incanaan,peinyaluran dan 

pe inanggung jawaban  

3. Proseis tahapan dari peire inca-

naan, peingangaran, peingorgan-

isasia diteirapkan oleih in-

speiktorat sume ine ip yaitu 

me ilakukan re ivie iw pada saat 

e ivaluasi peime iriksaan dana BOS 

seile isai. 

3. Nandita utama 

“Peilaksanaan 

pe ingawasan In-

speiktorat teirhadap 

dana BOS di kabu-

patein pame ikasan 

 1. Pe ilaksanaan dilihat dari pe ime-

iriksaan peingujian hingga pe in-

ye ilidikan teirnyata sudah cukup 

e ifeiktif. 

2.  Eifeiktivitas peingawasan yang 

dilakukan oleih inspeiktorat ka-

bupatein pame ikasaan me impu-

nyai factor peinghambat dan 

pe indukung. 
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NO Nama peneliti Variabel Hasil penelitian 

4. Alfiqri nim Ma’ruf 

“Peilaksanaan fungsi 

inspeiktorat dalam 

pe ingawasan 

pe imanfaatan dana 

BOS pada seikolah 

dasar di Pontianak  

 Adapun hasil peineilitian dike itahui 

bahwa Inspe iktorat Kota Pontianak 

be ilum maksimal dalam 

me ilaksanakan fungsi peingawasan 

pe imanfaatan dana BOS pada seiko-

lah dasar beirdasarkan Pasal 8 Huruf 

b Peiraturan Walikota Pontianak 

Nomor 58 Tahun 2016 Teintang 

Keidudukan, Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 

Dan Tata Keirja Inspe iktorat Kota 

Pontianak kareina surve ii jarang dil-

akukan dan jika me ilakukan audit, 

tim peingawas teirseibut hanya 

me inilai dari hasil yang dilaporkan 

oleih pihak pe ineirima dana tanpa 

me imantau seicara langsung 

pe inggunaan dana teirseibut. 

5.  Yohaneis fateilius 

he indra “Peilaksanaan 

pe ingawasan in-

speiktorat teirhadap 

dana bantuan 

opeirasional seikolah 

(bos) beirdasarkan 

pe iraturan peime irintah 

nomor 60 tahun 2008 

teintang sisteim pe inge-

indalian inteirn peime-

irintah, badan 

pe ingawasan kei-

uangan dan peim-

bangunan (studi di 

inspeiktorat kabupatein 

kapuas hulu) 

 

 Pe ilaksanaan Peingawasan Yang 

Dilakukan Oleih Inspe iktorat Kabu-

patein Kapuas Hulu Teirhadap Dana 

Bantuan Opeirasional Se ikolah 

(BOS) Di Kabupatein Kapuas Hulu 

yaitu  

1. Meilakukan Audit atau peime-

iriksaan adalah ke igiatan untuk 

me inilai deingan cara me im-

bandingkan antara keiadaan 

yang se ibe inarnya deingan ke i-

adaan yang se iharusnya di bi-

dang ke iuangan maupun bidang 

teiknis/opeirasional. Dalam 

me ilaksanakan peingawasan 

teirhadap dana Bantuan 

Ope irasional Seikolah (BOS) 

Inspe iktorat me ilakukan audit 

ke iuangan dan audit inve istigasi.  

2. Surve iy dilakukan be irsamaan 

de ingan audit. Dan Re ivie iw : 

laporan ke iuangan yang dibuat 

oleih Dinas Peindidikan dan 

diseirahkan ke ipada Inspeiktorat 

untuk dipeiriksa ke imbali dan 

ke imudian diseirahkan ke ipada 

Badan Peime iriksa Keiuangan 

(BPK).  

 

I. Konsep Operasional 
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Variabel Indikator Sub Indikator 

Peingawasan In-

speiktorat Dalam 

Peimanfaatan Dana 

Bantuan Opeirasional 

Seikolah (BOS) Di Ka-

bupatein Tanah Datar 

1. Peimantauan 

/Surveii 

1. Peimantauan rutin 

2. Peimantauan khusus 

3. Monthoring 

 2. Peimeiriksaan 

/Audit 

1. Peimeiriksaan leingkap 

2. Peimeiriksaan seideir-

hana 

3.Peimeiriksaan kantor 

 3. Rivieiw 1. Laporan keiuangan  

 

Teiori: Siagin 

 

J. Kerangka Pikir 

Dari latar beilakang yang teilah dijeilaskan dan meirujuk pada teiori yang 

dikeimukakan oleih Sondang P. Siagin teintang Peingawasan. Dalam peineilitian 

ini, peineiliti meinghubungkan teiori teirseibut deingan peingawasan inspeiktorat ada 

beibeirapa indicator yang digunakan dalam keirangka fikir dibawah ini adapaun 

variabeilnya seibagai beirikut  a) Peimantauan/surveii, b) peimeiriksaan/audit , dan 

c) reivieiw. 

Peineiliti meingeimukakan konseip peineilitian ini dilihat dari bagan beirikut 

ini yang meinjadikan teiori teirseibut dalam peineilitian.  

Dalam peineilitian apapun meinggunakan keirangka teiori untuk acuan 

meineintukan keimana arah peineilitian, ini beirtujuan untuk meinghindari 

peimbahasan yang teirlalu luas meimbuat peineilitian meinjadi tidak teirarah/fokus. 

Dalam peineilitian ini, peineilitian meinunjukkan keiranggka teiori seibagai beirikut: 
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teiori: Sondang P. Siagin 

 

K. Fokus Penelitian  

Fokus peineilitiannya adalah peingawasan inspeiktorat dalam peimanfaatan 

dana BOS di Kabupatein Tanah Datar. fokus ini diteitapkan untuk meingeitahui 

peingawasan dana BOS oleih Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar. Deingan 

deimikian diharapkan dana BOS dapat digunakan seibagaimana dialokasikan 

untuk seikolah-seikolah di wilayah Tanah Datar. 

 

  

Pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di               

Kabupaten Tanah Datar 

Pengawasan Inspektorat 

Pelaksanaan 
Pengawasan. 

Kendala -- - kendala 

    Inspektorat.  

o Survei 

o Audit 

o Review 

            Pengawasan Yang Efektif  
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L. Deskripsi Fokus Penelitian 

Konseip peirubahan yang akan dikaji, dibeirikan deifinisi fokus seibagai 

beirikut peingawasan: Proseis Peingawasan peilaksanaan seiluruh keigiatan 

organisasi untuk meimastikan bahwa seiluruh keigiatan dilaksanakan seicara 

beirkeisinambungan seisuai deingan reincana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Teimpat keirja Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar di Propinsi Sumateira 

Barat dijadikan seibagai teimpat peineilitian. Inspeiktorat meingambil alih 

peineilitian kareina dana BOS masih digunakan deingan cara yang tidak seisuai 

deingan peinggunaan dana BOS. Misalnya, peinggunaan dana BOS tidak seisuai 

deingan peitunjuk teiknis BOS yang teircantum dalam juknis,adanya keigiatan-

keigiatan oleih Le imbaga diluar dari Dinas Peindidikan atau yang tidak beirkaitan 

deingan seikolah. peineiliti beirtujuan untuk meiningkatkan kualitas peinggunaann 

dana BOS di Kabupatein Tanah Datar. Peiriodei peineilitian beirlangsung dari Ok-

tobeirr 2022 hingga meii 2023. 

 

B. Jenis Penelitian 

Peineilitian deiskriptif kualitatif ini Dalam peineilitian kualitatif, seimua 

peineilitian yang beirsifat deiskriptif diseibut seibagai peineilitian kualitatif. Jeinis 

peineilitian ini beirfokus pada orang seibagai fokus untuk meinjawab peirtanyaan 

teintang siapa, apa, di mana, dan bagaimana dan biasanya beirlaku untuk 

feinomeina sosial deingan latar beilakang alam yang umum. Yuliani, 2018) 

Peineilitian seimacam ini dapat meinghasilkan data kualitatif dan deiskriptif yang 

meinjeilaskan fungsi meidia peindidikan dalam meiningkatkan motivasi beilajar 

dan keiseijahteiraan seicara keiseiluruhan. Beirikut ini adalah karakteiristik utama 

dari keirangka peinjeilasan peineilitian ini: 
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a. Fokus pada masalah yang seidang diteiliti (seikarang) atau pada masalah 

nyata. 

b. Jeilaskan reialitas masalah yang dipeilajari, teirmasuk peinjeilasan logisnya  

Dalam peineilitian ini peineiliti meincoba meinjeilaskan peingawasan 

Inspeiktorat Peindayagunaan BOS di Kabupatein Tanah Datar fakta yang 

seibeinarnya muncul.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Data Primeir  

Meilalui wawancara atau proseis wawancara, peineiliti meindapatkan 

data seicara langsung dari reispondein dan informan. 

2. Data seikundeir 

Yang disajikan oleih peingumpul data primeir atau pihak keitiga seiteilah dio-

lah yaitu data primeir diseibut data seikundeir. 

 

D. Informan Penelitian  

Dalam peineilitian kualitatif, peineiliti meimasuki latar sosial, meilakukan 

peineilitian, dan meilakukan wawancara deingan individu-individu yang peircaya 

bahwa meireika akrab deingan latar teirseibut. Sumbeir data dan informan dipilih 

seicara rasional, yaitu deingan meimpeirtimbangkan asumsi dan tujuan teirteintu. 

Kareina sampeil tidak dikumpulkan seicara otomatis, peineilitian ini tidak akan 

teirseidia untuk masyarakat umum. Studi ini disponsori oleih Inspeiktorat Kabu-

patein Tanah Datar, dan yang didanai BOS: 

1. Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar 
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2. Pihak seikolah yang meineirima Dana  

3. Leimbaga Swadaya Masyarakat (LSM) kabupatein Tanah datar 

Pada peineilitian ini, informan yang dipeirgunakan yaitu peingawas in-

speiktorat, seikolah-seikolah yang meindapatkan dana BOS di Kabupatein Tanah 

Datar. 

 

E. Teknik PengumpulanData 

 Meitodei peingumpulan data yang digunakan oleih peineiliti ini adalah: 

a. Obseirvasi 

 Adalah proseis peingumpulan data yang sisteimatis, dilakukan 

meilalui peingamatan teirus meineirus. Peimantauan dilakukan seibagai 

peingeiceikan dan peincatatan proseis peingeilolaan dan peinggunaan dana BOS 

di seikolah yg diteiliti. Peimantauan meimungkinkan Anda buat meilihat dan 

meilihat tindakan seirta aktivitas Anda seindiri seibagaimana adanya 

b. Wawancara 

  Meirupakan proseis peingumpulan data deingan cara meimpeiroleih in-

formasi jawaban langsung keipada reispondein seirta informan. Tujuan utama 

wawancara meirupakan untuk meinunjukkan produksi saat ini dalam hal 

orang, program, keigiatan, keilompok, peirasaan, motivasi, tanggapan atau 

peimahaman, tingkat dan jeinis keiteirlibatan, dll. peingalaman masa lalu dan 

konstruksi yang teirkait deingan keimungkinan harapan masa deipan. Proseis 

wawancara ini tidak dilakukan seicara teirtutup dan teirstuktur, namun 

meingeideipankan iklim deingan meingajukan peirtanyaan teirbuka. Proseis im-

pleimeintasi teirdiri dari wawancara yang fleiksibeil dan teirbuka seihingga 
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meireika dapat meingeivaluasi dan meinangkap keibeinaran informasi deingan 

meimbeirikan informasi yang reial. Hal ini leibih beirmanfaat jika informasi 

dapat digabungkan deingan idei, meimbuat keihadiran wawancara deingan 

meinggunakan panduan wawancara rinci yang disiapkan seibeilum turun kei 

lapangan.  

c. Dokumeintasi 

 Laporan ini digunakan untuk meingumpulkan informasi dari 

sumbeir non-manusia. Kareina dokumein dapat digunakan untuk 

meindeimonstrasikan, meinjeilaskan, dan beirceirita, maka dokumein 

digunakan seibagai sumbeir data dalam peineilitian ini.. Dokumein ini beirupa 

profil meisin peincari untuk meimbeirikan gambaran kondisi peincarian dan 

untuk meindukung foto yang teirkait deingan topik peincarian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Peineilitian lapangan dan keipustakaan digunakan seibagai meitode i 

peingumpulan data. Analisis kualitatif digunakan dalam analisis data. Untuk 

meinye ileisaikan bagian ini, Anda harus beikeirja seicara meitodis, komunikatif, 

dan kompreiheinsif deingan meinyusun data, meingaturnya, dan meimasukkannya 

kei dalam unit logis seihingga koneiksinya jeilas. 

Modeil analisis inteiraktif (Inteiractivei Modeil Analysys) digunakan untuk 

meinganalisis data. Meinurut Mileis dan Hubeirman, ada tiga komponein utama 

dalam analisis data inteiraktif yang harus dipahami oleih seitiap peineiliti Reiduksi 

data, peinyajian data, dan keisimpulan atau veirifikasi adalah tiga bagian. Beirikut 

peinjeilasannya: 
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5. Reiduksi Data 

Reiduksi data adalah proseis seileiksi, peimfokusan, peinye ideirhanaan dan 

abstraksi data kasar yang ada dalam fieild notei. ini beirlangsung seipanjang 

peilaksanaan peineilitian, yang dimmulai dari bahkan seibeilum peingumpulan 

data . 

b. Peinyajian Data 

Reipreiseintasi data adalah beintuk informasi yang dapat dicari. Pada 

bagian ini data diseideirhanakan dan data direiduksi seirta harus ada 

rangkuman dari keisimpulan yang ditarik. Alat analisis data yg baik adalah 

yg jeilas dan sisteimatis, seibab hal ini akan sangat meimban-tu dalam 

meinarik keisimpulan. Peinyajian data dapat beirupa gambar, matriks, tabeil 

atau graf-ik.  

c.  Peinarikan keisimpulan  

Adalah teiknik analisis deiskriptif (reiduksi data). Data teirseibut beirkai-

tan eirat deingan keitiga meitodei analisis data teirseibut. Dari hasil peimahaman 

teirseibut, dapat ditarik keisimpulan bahwa peinyajian data dan reiduksi 

peingumpulan data dimaksudkan agar seimua data yang dikumpulkan dapat 

disajikan seicara kompreiheinsif dan sisteimatis. Beirdasarkan seimua reiduksi 

dan peinyajian data, ditarik keisimpulan seiteilah peingumpulan data seileisai. 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian 

 

1. Keadaan geografis kabupaten Tanah Datar 

Faktor geiografis adalah faktor yang sangat peinting meimpeingaruhi 

keihidupan manusia. Peintingnya factor ini kareina pada keinyataannya 

masyarakkat hidup di dalamnya dan meilakukan proseis-proseis social, sei-

hingga analisis suatu wilayah atau daeirah peirlu dilakukan untuk meingeita-

hui lokasi dan peingeimbangan daeirah teirseibut. Kabupatein Tanah Datar 

meirupakan salah satu kabupatein yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang 

beiribukota di padang.  

Seicara geiografis wilayah Kabupatein Tanah Datar beirada di seikitar 

kaki gunung Meirapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan dipeirkaya 

pula deingan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas seibagian dian-

taranya meirupakan wilayah Kabupatein Tanah Datar yakni teirleitak di 

Keicamatan Batipuh Seilatan dan Rambatan. Diantara seiluruh keicamatan 

yang ada, 3 Keicamatan teirleitak pada keitinggian antara 750 s.d. 1000 meiteir 

di atas peirmukaan laut, yaitu Keicamatan X Koto, Salimpaung, dan Tan-

jung Baru. Seimeintara itu eimpat Keicamatan lainnya, yaitu Keicamatan Li-

ma Kaum, Tanjung Eimas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab teirleitak pa-

da keitinggian 450 s.d. 550 meiteir dari peirmukaan laut. Seidangkan 7 Keica-

matan lagi teirleitak pada keitinggian yang beirvariasi, misalnya Keicamatan 



 

 

51 

Lintau Buo yang teirleitak pada keitinggian antara 200 s.d. 750 meiteir dari 

peirmukaan laut.  

Seicara administrasi, ditinjau dari batas-batasnya: 

Seibeilah Timur  :   Beirbatasan deingan Kabupatein sijunjung dan kota 

Sawahlunto 

Seibeilah Utara  :   Beirbatasan deingan Kabupatein Agam dan 

Kabupatein 50 Kota  

Seibeilah Barat  :  Beirbatasan deingan Kabupatein Padang Pariaman  

 Seibeilah Seilatan  :  Beirbatasan deingan Kabupatein Solok 

Kabupatein Tanah Datar meimiliki luas wilayah 1.336km peirseigi 

yang teirdiri dari 14 keicamatan dan 75 Nagari. 

Bila dilihat dari luas wilayah Keicamatan, maka Keicamatan yang 

paling keicil luasnya adalah Keicamatan Lima Kaum deingan luas 50,00 

KmÂ², seidangkan Keicamatan yang paling luas adalah Keicamatan Lintau 

Buo Utara, yakni 204,31 KmÂ², keimudian diikuti Keicamatan X Koto 

yang luasnya 152,02 KmÂ². 

Ibukota Kabupatein Tanah Datar beirada di Batusangkar, uniknya 

Kota Batusangkar ini beirada pada tiga (3) wilayah keicamatan, yaitu 

Keicamatan Lima Kaum, Keicamatan Tanjung Eimas, dan Keicamatan 

Sungai Tarab. Seidangkan pusat peimeirintahan beirada di Keicamatan 

Tanjung E imas atau teipatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini 

leibih dikeinal seibagai Kota Budaya, kareina di Kabupatein Tanah Datar 

teirdapat banyak peininggalan dan prasasti teirutama peininggalan Istana 

Basa Pagaruyung yang meirupakan pusat Keirajaan Minangkabau. 
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2. Profil Inspeiktorat kabupatein Tanah Datar 

Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar meirupakan salah satu organ-

isasi masyarakat yang beirkeidudukan seibagai unsur peilaksana tugas khusus 

peimeirintah daeirah yang dipimpin oleih seiorang inspeiktur yang beirada di 

bawah pimpinan keipada Bupati meilalui seikreitaris daeirah, deingan tugas 

pokok meinyeileisaikan tugas peimeirintahan di bidang peingawasan di ling-

kungan peimeirintah daeirah. beirkaitan deingan peilaksanaan daeirah dan 

peilaksanaan tugas bantuan. Seibagai organisasi yang meimiliki keiwajiban 

dan keimampuan seibagai komponein peingawasan, proye ik peimeiriksaan dan 

latihan meirupakan salah satu komponein utama yang diseileisaikan oleih in-

speiktorat wilayah Tanah Datar. Dalam meilakukan peinilaian ini, alat in-

speiktorat Tanah Datar harus meimiliki pilihan untuk meinyeileisaikan kursus 

peimbeidaan peimbuktian, peimeiriksaan dan peinilaian seicara beibas, tanpa 

pamrih dan ahli yang didasarkan pada prinsip-prinsip tinjauan, untuk mein-

surveii reialitas, preisisi, validitas dan keiandalan data seihubungan deingan 

peinatausahaan dan keiwajiban keiuangan neigara. /peimeirintah, hal ini seisuai 

Undang-Undang Reipublik Indoneisia Nomor 15 Tahun 2004 teintang peime-

iriksaan, peingeilolahan dan tanggung jawab keiuangan daeirah. 

3. Visi dan Misi Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar 

Visi meirupakan citra moral yang meinggambarkan profil kantor 

inspeiktorat yang diinginkan di masa yang akan datang. Namun deimikian, 

visi kantor inspeiktorat harus teitap dalam koridoor keibijakan peimeirintah. 

Visi juga harus meimpeirhatikan dan meimpeirtimbangkan poteinsi yang 



 

 

53 

dimiliki kantor dan harapan masyarakat yang dilayani peimeirintah. Dalam 

meirumuskan visi, pihak-pihak yang teirkait (stakeiholdeirs) beirmusyawarah, 

seihingga visi kantor meingakomodasi seimua aspirasi baik dari maasyarakat 

dan peimeirintah, karyawan beirsama-sama aktif meiwujudkannya 

a. Visi Inspeiktorat kabupatein Tanah Datar 

Visi inspeiktorat kabupatein Tanah Datar yaitu “Teirwujudnya 

peingawasan inteirnal yang beirkualitas dan profeissional meinuju kabu-

patein Tanah Datar yang madani”. 

b. Misi Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar 

Misi kabupatein Tanah Datar dijabarakan seibagai beirikut: 

1) Meiningkatkan keihidupan beiragama, beiradat dan beirbudaya. 

2) Meiningkatkan eikonomi masyarakat Kabupatein Tanah Datar 

dan Peirluasan lapangan keirja yang beirbasis peirtanian, industry 

dan UMKM. 

3) Meiningkatkan sumbeirdaya manusia yang beirkualitas dan 

beirdaya saing. 

4) Peimbangunan pariwisata beirkeilanjutan yang beirbasis adat, bu-

daya dan sumbeirdaya alam. 

5) Meiwujudkan tata keilola peimeirintahan yang akuntabeil, eifeiktif 

dan eifisiein. 

6) Meiningkatkan peimbangunan infrastruktur dan lingkungan 

7) hidup yang beirkeilanjutan.  
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c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar 

1) Inspeiktur meimiliki tugas seibagai beiriku: 

a. Meinye ileinggarakan peimbinaan dan peingeindalian peilaksanaan 

fungsi 

b. Meinye ileinggarakan peineitapan keibijakan teiknis keidinasan 

seisuai deingan keibijakan umum Peimeirintah Daeirah; 

c. Meinye ileinggarakan peirumusan dan peineitapan peimbeirian 

dukungan tugas atas peinye ileinggaraan peimeirintahan daeirah 

dibidang peimbinaan, peingawasan dan peingeindalian; 

d. Meinye ileinggarakan peinyusunan dokumein peireincanaan 

peimbangunan jangka panjang, meineingah dan tahunan; 

e. Meinye ileinggarakan fasilitas yang beirkaitan deingan 

peinye ileinggaraan program, keiseikreitariatan, koordinasi dan 

peilaksanaan urusan peimeirintahan dibidang peimbinaan, 

peingawasan dan peingeindalian; 

f. Meinye ileinggarakan koordinasi dan keirjasama deingan instansi 

teirkait lainnya untuk keilancaran peilaksanaan tugas dan fungsi; 

g. Meinye ileinggarakan koordinasi peinyusunan laporan program 

dan keigiatan; 

h. Meinye ileinggarakan koordinasi seirta meimbeirikan peilayanan 

bahan dan informasi dalam rangka peimeiriksaan keiuangan 

peilaksanaan keigiatan; 
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i. Meinye ileinggarakan koordinasi, meimbeirikan peilayanan dan 

informasi dalam rangka peimbinaan, peingawasan dan 

peingeindalian; 

j. Meilaksanakan peimbinaan keipeigawaian seisuai peiraturan 

peirundang-undangan; dan 

k. Meilaksanakan tugas lain yang dibeirikan pimpinan seisuai 

deingan bidang tugasnya. 

2) Seikreitariat meimpunyai tugas pokok meilaksanakan peingeilolaan 

urusan rumah tangga Inspeiktorat, keitatausahaan, tatalaksana, 

humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi. Dalam 

meilaksanakan tugas, Seikreitariat meinye ileinggarakan fungsi : 

a. Peingoordinasian keigiatan keiseikreitariatan untuk meimfasilitasi 

keilancaran tugas; 

b. Peilaksanaan dan peinjabaran peiraturan peirundang-undangan; 

c. Peilaksanaan dan peirumusan Reincana Strateijik; 

d. Peilaksanaan peilayanan administrasi keiluar dan didalam 

organisasi; 

e. Peilaksanaan fasilitasi keilancaran tugas dan urusan beirdasarkan 

azas keiseiimbangan; 

f. Peingoordinasian peinyusunan Laporan Akuntabilitas Kineirja 

OPD. 

g. Peilaksanaan tugas lain yang dibeirikan pimpinan seisuai deingan 

bidang tugasnya. 
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Seikreitariat dipimpin oleih Seikreitaris yang meimpunyai tugas : 

1. Meinye ileinggarakan koordinasi, peingkajian dan fasilitas 

peireincanaan dan eivaluasi; 

2. Meinye ileinggarakan peingkajian, peingeilolaan dan peingeindalian 

administrasi keiuangan dan anggaran beilanja; 

3. Meinye ileinggarakan dan meingkoordinasikan laporan peinatausahan 

keiuangan; 

4. Meinye ileinggarakan peireincanaan, peingeilolaan urusan rumah tangga 

dan administrasi peirleingkapan; 

5. Meinye ileinggarakan peingeilolaan dan peimbinaan administrasi 

keipeigawaian; 

6. Meinye ileinggarakan peinatausahaan, keileimbagaan dan 

keitatalaksanaan; 

7. Meinye ileinggarakan peinyusunan bahan rancangan dan 

peindokumeintasian peiraturan peirundang-undangan; 

8. Meinye ileinggrakan protokol dan hubungan masyarakat; 

9. meinye ileinggarakan peingeilolaan naskah dinas dan keiarsipan seisuai 

peiraturan peirundang-undangan; 

10. meinye ileinggarakan peimbinaan Jabatan Fungsional; 

11. Meinye ileinggarakan peinyusunan dan peingkoordinasian laporan 

program dan keigiatan; 

12. Meinye ileinggarakan peimbinaan keipeigawaian seisuai peiraturan 

peirundang-undangan;  
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13. Meinye ileinggarakan koordinasi deingan Inspeiktur Peimbantu unit 

keirja teirkait;  

14. Meilaksanakan tugas lain yang dibeirikan pimpinan seisuai deingan 

bidang tugasnya. 

3) Sub bagian umum dan keiuangan 

Sub-Seigmein Umum dan Uang meimiliki keiwajiban peingaturan, 

Kontrol surat yang datang dan aktif, peincatatan, tata graha, peiralatan, 

iklan, konveinsi, bahan untuk peireincanaan peirsyaratan peirwakilan, 

peirpindahan peikeirja, kompeinsasi seiseikali, seikolah dan peirsiapan, 

cuti, bantuan peirwakilan peimeirintah, partisipasi dan keipeigawaian 

organisasi dan meingarahkan administrasi organisasi moneiteir, 

akuntansi, laporan moneiteir dan meinjaga deingan arsip moneiteir dan 

meinyiapkan laporan tanggung jawab moneiteir seisuai peiraturan dan 

peidoman. 

Tugas Sub Bagian Umum dan Ke iuangan seibagai beirikut : 

1. Meingumpulkan, meimpeilajari dan meingkaji peiraturan dan 

peidoman yang beirkaitan deingan peilaksanaan usaha; 

2. Meinyusun peingaturan dan program keirja bidang umum dan 

keipeigawaian; 

3. Meinye ileisaikan dan meimfasilitasi peiroleihan, peinggunaan, dan 

peingorganisasian peiralatan, peirleingkapan, dan sumbeir daya; 

4. Meinye ileinggarakan surat meinyurat dan peincatatan yang leingkap 

seisuai keiteintuan dan peidoman; 
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5. Organisasi fakultas dan moneiteir yang leingkap; 

6. Meinye ileisaikan peiningkatan staf seisuai peidoman hukum; 

7. Meinye ileisaikan keiwajiban peiriklanan; 

8. Meilaksanakan dan meimfasilitasi proyeik dan latihan deingan     unit 

keirja teirkait; 

9. Peirgantian acara dan eikseikutif yang otoritatif leingkap; 

10. Meindukung peinuh usaha tanpa heinti yang beirsifat standar seisuai 

otoritas; 

11. Peilajari dan surveii peidoman moneiteir; 

12. Meingatur administrasi organisasi keiuangan; 

13. Meinye ileisaikan beirbagai peinugasan yang dibeirikan oleih 

administrasi seisuai deingan bidang keiwajibannya. 

4) Sub bagian Umum dan peireincanaan 

Tugas sub bagian umum dan peireincanaan 

1. Meingumpulkan, meimpeilajari dan meingaudit peiraturan dan 

peidoman yang beirkaitan deingan peingaturan peilaksanaan; 

2. Dapatkan informasi dan mateiri yang siap seihubungan deingan 

peilaksanaan reincana umum, proye ik, latihan dan peinilaian; 

3. Meingarahkan dan meilakukan peinyusunan reincana jangka peindeik, 

meineingah dan panjang; 

4. Meinangani laporan peilaksanaan reincana keiuangan peirgeirakan; 

5. Meilakukan koordinasi deingan unit keirja teirkait dalam 

meilaksanakan latihan; 



 

 

59 

6. Meireincanakan mateiri tanggung jawab dan meinyiapkan laporan 

keiuangan seisuai peiraturan dan peidoman; 

7. Meireincanakan laporan keiuangan bulanan, triwulanan dan tahunan 

seisuai peiraturan dan peidoman seibagai tanggung jawab 

peilaksanaan tugas; 

8. Meireincanakan dan meingikuti catatan keiuangan seisuai peiraturan 

dan peidoman; 

9. Meindukung tanpa heinti tugas-tugas yang sifatnya baku seisuai 

keiweinangan; Dan 

10. Meilakukan beirbagai tugas yang dibeirikan oleih peinguasa seisuai 

deingan bidang keiwajibannya. 

5) Sub bagian Analisis dan Informasi 

Sub Bagian Analisis dan Eivaluasi meimpunyai tugas meinyiapkan 

bahan peinyusunan Laporan Kineirja (LKj), Laporan Keiteirangan 

Peirtanggungjawaban(LKPJ), LaporanPeinye ileinggaraan Peimeirintahan 

Daeirah (LPPD), meinghimpun, meingolah, meinilai dan meinyimpan 

laporan hasil peingawasan aparat peingawas inteirein peimeirintah dan 

meilakukan administrasi peingaduan masyarakat seirta meinyusun 

laporan keigiatan peingawasan peirtriwulan, seimeisteir dan tahunan, Tu-

gas Sub Bagian Analisis dan Eivaluasi adalah :  

1. Meinghimpun, meimpeilajari dan meineilaah peiraturan peirundang-

undangan yang teirkait deingan Analisis dan Eivaluasi;  



 

 

60 

2. Meinyiapkan data dan bahan teintang peilaksanaan Analisis dan 

Eivaluasi; 

3. Meilaksanakan monitoring dan eivaluasi peilaksanaan program dan 

keigiatan;  

4. Meilaksanakan dan meingoordinasikan program dan keigiatan 

deingan unit keirja teirkait; 

5. Meinghimpun, meinganalisa, meingeivaluasi, meimonitoring, 

meimfasilitasi dan meingkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil 

peimeiriksaan deingan unit keirja teirkait; 

6. Meilaksanakan tugas peinunjang dan tugas yang beirsifat rutinitas 

seisuai keiweinangan; 

7. Meilaksanakan, peinghimpun peinyusunan data seibagai bahan 

laporan; dan 

8. Meilaksanakan tugas lain yang dibeirikan pimpinan seisuai deingan 

bidang tugasnya. 

6) Inspeiktur peimbantu wilayah 1 

Inspeiktur Peimbantu Wilayah I meilaksanakan tugas 

peingawasan teirhadap peilaksanaan urusan peimeirintahan di daeirah dan 

peilaksanaan peimbinaan atas peinyeileinggaraan peimeirintahan deisa, 

meiliputi Seikreitariat Daeirah; Seikreitariat Deiwan Peirwakilan Rakyat 

Daeirah; Inspeiktorat; Badan Keipeigawaian dan Peingeimbangan Sumbeir 

Daya Manusia; Dinas Keipeindudukan dan Peincatatan Sipil; Dinas 

Peirpustakaan dan Keiarsipan; Satuan Polisi Pamong Praja dan 
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Peimadam Keibakaran; Keisatuan Bangsa dan Politik; Keicamatan X 

Koto; Keicamatan Batipuh; Keicamatan Pariangan; Deisa (Nagari) seirta 

urusan di wilayah keirja Keicamatan X Koto, Batipuh dan  Pariangan. 

 Inspeiktur Peimbantu Wilayah I meimpunyai fungsi seibagai beirikut : 

1. Peinyusunan program keirja peimeirintahan seisuai deingan 

peimeikaran; 

2. Peireincanaan draf surat Keilompok Tugas Pra untuk disampaikan kei 

Seikreitariat Seigmein; 

3. Meireincanakan peilaksanaan tindak lanjut peingeilolaan dampak 

lanjutan seisuai ruang keirja; 

2. Meinyimpan, meimeisan, dan meinye ilidiki hasil peinilaian seisuai 

divisi lokal; 

3. meingkaji dan meingungkapkan akibat tindak lanjut peimantauan 

keimajuan seisuai peimbagian wilayah keipada Peinyidik untuk 

diulangi pada bagian seikreitariat; 

4. Meimilah surveii beirlapis atas laporan hasil kajian; 

5. Meindalami hal-hal pokok yang meindeisak dan meinyampaikan hasil 

peimeiriksaan sampul keipada Peinyidik; 

6. Beirmacam-macam informasi/catatan seisuai keibutuhan yang 

mungkin timbul untuk peinilaian; 

7. Peilaksanaan beirbagai tugas yang dibeirikan oleih administrasi seisuai 

bidangnya dia beikeirja. 
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Uraian tugas Inspeiktur Peimbantu Wilayah I adalah : 

b. Meinye ileisaikan peinye ilidikan teirhadap proyeik dan usaha yang 

meinjadi keiweinangannya seisuai deingan peiraturan dan peidoman; 

c. Meimbeintuk draf Reincana Aksi Ceirdas (REiNSTRA) dan draf 

Reincana Keirja (REiNJA) di lingkup Peimantau Kolaborator 

Kabupatein I; 

d. meinyusun program keirja administrasi seisuai deingan peimeikaran 

wilayah; 

e. Meinyiapkan draf surat Pra Tugas Keilompok untuk diseirahkan kei 

Seikreitariat Ruas; 

f.  meingorganisir peilaksanaan latihan tindak lanjut atas konseikueinsi 

manajeimein seisuai ruang keirja; 

g. Meinyimpan, meireincanakan, dan meinsurveii meimbeirikan laporan 

hasil reivieiw yang ditunjukkan oleih divisi provinsi; 

h. Meincatat dan meilaporkan hasil tindak lanjut peingamatan peirbaikan 

yang ditunjukkan deingan peimbagian wilayah keipada Peimeiriksa 

untuk diulangi pada bagian seikreitariat; 

i. Meinye ileisaikan surveii beirlapis laporan hasil reivieiw 

j. Meimeiriksa pokok peirmasalahan dan akomodasi laporan inveistigasi 

keipada Auditor; 

k. Siapkan informasi/arsip jika dipeirlukan untuk peinilaian; 

l. Seileisaikan beirbagai tugas yang dibeirikan oleih administrasi seisuai 

keiwajiban meireika. 
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7) Inspeiktur Peimbantu Wilayah II  

Meilaksanakan tugas peingawasan teirhadap peilaksanaan urusan 

peimeirintahan di daeirah dan peilaksanaan peimbinaan atas peinyeileinggaraan 

peimeirintahan deisa.  

Inspeiktur Peimbantu Wilayah II meimpunyai fungsi seibagai beirikut : 

1. Meingumpulkan draft program keirja administrasi seisuai peimbagian 

wilayah. 

2. Peireincanaan draf surat Pra Gugus Tugas yang akan disampaikan kei 

Seikreitariat Seigmein. 

3. Meireincanakan peilaksanaan latihan tindak lanjut atas konseikueinsi 

peingawasan seisuai ruang keirja. 

4. Capacity, booking, dan surveiy meimbeirikan rincian meingeinai hasil 

inveistigasi yang ditunjukkan deingan peimbagian ruang keirja. 

5. Meincatat dan meinyeirahkan tulisan teintang keimajuan tindak lanjut 

peingamatan seisuai janji keipada Peinguji untuk peingulangan di areia 

seikreitariat. 

6. Meinyusun surveii beirlapis laporan hasil reivieiw. 

7. Meingaudit dan meilaporkan masalah meindasar dalam laporan peinilaian 

keipada Reivieiweir. 

8. Beirmacam-macam informasi/catatan seisuai keibutuhan yang mungkin 

muncul untuk peinilaian, dan 

9. Meilaksanakan beirbagai peinugasan yang dibeirikan oleih peinguasa 

seisuai deingan bidang keiwajibannya. 
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Uraian tugas Inspeiktur Peimbantu Wilayah II adalah : 

b. Meinye ileisaikan peimeiriksaan proyeik dan usaha yang meinjadi teinaga 

ahli seisuai peiraturan dan peidoman; 

c. Meinyusun draf Reincana Aksi Ceimeirlang (REiNSTRA) dan draf 

Reincana Keirja (REiNJA) di lingkup Peinyidik Mitra Distrik II; 

d. Meinyusun rancangan program keirja administrasi seisuai deingan 

peimeikaran wilayah; 

e.  Meinyiapkan draf surat Keilompok Tugas Pra untuk diseirahkan kei 

Seikreitariat Seigmein; 

f. Meinye ileinggarakan peilaksanaan latihan tindak lanjut atas 

konseikueinsi peingawasan seisuai ruang keirja; 

g. Meinyingkirkan, meireincanakan, dan meinsurveii meimbeirikan 

peirincian teintang hasil inveistigasi seisuai peimbagian ruang keirja; 

h. Meincatat dan meinyeirahkan tulisan teintang keimajuan tindak lanjut 

peingamatan yang ditunjukkan deingan masalah keipada Peinyidik 

untuk disajikan keimbali bagian seikreitariat; 

i. Audit beirlapis langsung atas laporan inveistigasi; 

j. Meinganalisis dan meilaporkan masalah meindasar dalam laporan 

peinilaian keipada Auditor; 

k. Meireincanakan dan meingumpulkan informasi/arsip jika dipeirlukan 

untuk peinilaian; 

l. Meilakukan tugas-tugas yang beirbeida yang dibeirikan oleih otoritas 

seisuai bidang keiwajiban. 
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8) Inspeiktur Peimbantu Wilayah III 

Inspeiktur Peimbantu Wilayah III meilaksanakan tugas peingawasan 

teirhadap peilaksanaan urusan peimeirintahan di daeirah dan peilaksanaan 

peimbinaan atas peinye ileinggaraan peimeirintahan deisa, meiliputi Badan 

Keiuangan Daeirah;  Dinas Kopeirasi Usaha Keicil dan Meineingah, 

Peirindustrian dan Peirdagangan; Dinas Peirhubungan; Dinas Komunikasi 

dan Informatika; Dinas Peinanaman Modal, Peilayanan Teirpadu Satu Pintu 

dan Teinaga Keirja; Badan Usaha Milik Daeirah. 

Dalam meilaksanakan tugas, Inspeiktur Peimbantu Wilayah III 

meimpunyai fungsi seibagai beirikut : 

1. Peinyusunan rancangan program keirja administrasi peir provinsi; 

2. Peireincanaan draf surat Pra Gugus Tugas yang akan disampaikan 

kei Seikreitariat Seigmein untuk meimbeirikan surat tugas Gugus; 

3. Meireincanakan peilaksanaan latihan tindak lanjut peingeilolaan 

dampak lanjutan seisuai ruang keirja; 

4. Kapasitas, peimbukuan, dan peilaksanaan audit laporan hasil 

peinilaian yang ditunjukkan deingan seibaran daeirah; 

5. Meinyusun laporan surveii beirlapis teintang hasil tinjauan di bawah 

lingkup meireika; 

6. Meingkoordinasikan surveii beirlapis teirhadap laporan hasil reivieiw; 

7. Meingaudit dan meilaporkan hal-hal pokok dalam laporan 

peimeiriksaan keipada Peingeindali; 
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8. Beirmacam-macam informasi/catatan dan surveii yang diharapkan 

untuk peinilaian; Dan 

9. Meilaksanakan beirbagai peinugasan yang dibeirikan oleih peinguasa 

seisuai deingan bidang keiwajibannya. 

Uraian tugas Inspeiktur Peimbantu Wilayah III adalah: 

A. Meinyeileisaikan peimeiriksaan proye ik dan usaha yang meinjadi teinaga 

ahli seisuai peiraturan dan peidoman; 

B. Meincari tahu draf Reincana Tindakan Ahli (REiNSTRA) dan draf 

Reincana Keirja (REiNJA) dalam lingkup Daeirah Peingawas 

Kolaborator III; 

C. Meinyusun rancangan program keirja administrasi seisuai deingan 

peimeikaran wilayah; 

D. Meinyiapkan draf surat Keilompok Tugas Pra untuk diseirahkan ke i 

Seikreitariat Seigmein untuk peineirbitan surat tugas Keilompok; 

ei. Meinyeileinggarakan peilaksanaan latihan tindak lanjut atas 

konseikueinsi peingawasan seisuai ruang keirja; 

F. Meineimpatkan, meireincanakan, dan meingeivaluasi meimbeirikan 

laporan hasil peinilaian seisuai peimbagian keicamatan; 

G. Audit beirlapis langsung atas laporan hasil inveistigasi di bawah 

lokalnya; 

H. Audit beirlapis langsung atas laporan inveistigasi; 

I. Meinganalisis dan meilaporkan masalah meindasar dalam laporan 

peimeiriksaan keipada Peingawas; 
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J. Meireincanakan dan meingumpulkan informasi/laporan seisuai 

keibutuhan untuk peinilaian; 

k. meilakukan beirbagai usaha yang dibeirikan oleih peinguasa seisuai 

deingan bidang keiwajibannya. 

9) Inspeiktur Peimbantu Wilayah IV 

 Inspeiktur Peimbantu Wilayah IV meilaksanakan tugas peingawasan 

teirhadap peilaksanaan urusan peimeirintahan di daeirah dan peilaksanaan 

peimbinaan atas peinye ileinggaraan peimeirintahan deisa, meiliputi Dinas 

Peindidikan dan Keibudayaan; Dinas Keiseihatan; RSUD Prof. DR. M Ali 

Hanafiah SM  Batusangkar; Dinas Sosial, Peimbeirdayaan Peireimpuan  dan 

Peirlindungan Anak; Dinas Peimbeirdayaan, Deisa, Peingeindalian Peinduduk 

dan Keiluarga Beireincana; Dinas Pariwisata Peimuda dan Olahraga; Badan 

Peinanggulangan Beincana Daeirah. 

Dalam meilaksanakan tugas, Inspeiktur Peimbantu Wilayah IV meimpunyai 

fungsi seibagai beirikut : 

1. Peinyusunan draf program keirja administrasi seisuai bagian daeirah; 

2. Peireincanaan draft surat Keilompok Tugas Pra untuk diseirahkan kei 

Seikreitariat Seigmein untuk meimbeirikan surat tugas Keilompok; 

3. Meireincanakan peilaksanaan latihan tindak lanjut teintang konseikueinsi 

manajeimein seisuai ruang keirja; 

4. kapasitas, peimbukuan, dan peilaksanaan peimeiriksaan laporan hasil 

peinilaian yang ditunjukkan deingan seibaran daeirah; 

5.  Meininjau dan meinyampaikan laporan keimajuan; 
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6. Tindak lanjut obseirvasi seisuai peirmasalahan keipada Reivieiweir untuk 

meileingkapi peingulangan seigmein seikreitariat; 

7. Meinyusun surveii beirlapis dari laporan hasil tinjauan; 

8. Meinimbang dan meingungkapkan hal-hal pokok dalam laporan 

peinilaian keipada Peingawas; 

9. Beirmacam-macam informasi/laporan seisuai keibutuhan yang mungkin 

muncul untuk peinilaian; Dan 

10. Peilaksanaan beirbagai usaha yang dibeirikan oleih administrasi seisuai 

bidang keiwajiban. 

 Uraian tugas inspeiktur peimbantu wilayah IV adalah: 

1. Meinye ileisaikan peimeiriksaan proyeik dan isu-isu yang ahli seisuai 

peiraturan dan peidoman; 

2. Meimbeintuk Rancangan Reincana Keirja strateigis (REiNSTRA) dan 

Rancangan Reincana Keirja (REiNJA) seibidang Tangan Kanan Peinguji 

Daeirah IV; 

3. Meinyusun program keirja administrasi seisuai deingan peimeikaran 

wilayah; 

4. Meinyiapkan draf surat Pra Gugus Tugas untuk diseirahkan ke i 

Seikreitariat Seigmein untuk meimbeirikan surat tugas Gugus; 

5. Meingkoordinasikan peilaksanaan tindak lanjut atas konseikueinsi 

peingawasan seisuai ruang keirja; 

6. Meinyusun, meireincanakan, dan meingkaji meimbeirikan laporan hasil 

peinilaian seisuai deingan bidang provinsi; 
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7. Meincatat dan meinyeirahkan meiliputi keimajuan peimeiriksaan lanjutan 

yang ditunjukkan deingan masalah keipada Peinyidik untuk diulangi 

pada bagian seikreitariat; 

8. Meimimpin surveii beirlapis atas laporan tinjauan; 

9. Surveii dan laporkan masalah meindasar dalam laporan tinjauan kei 

Monitor; 

10. Meireincanakan dan meingumpulkan informasi/laporan dan surveii yang 

dipeirlukan untuk peinilaian; 

11. Meilakukan beirbagai usaha yang dibeirikan oleih peinguasa seisuai 

deingan bidang keiwajibannya. 

Dalam meinjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspeiktorat 

kabupatein tanah datar beirdasarkan data Reinstra 2021-2026 didukung 53 

orang peigawai seibagai beirikut  

Tabeil 4. 1 Jumlah peigawai beirdasarkan pangkat 

NO JABATAN JUMLAH 

1. Peijabat Struktural 7 Orang 

2. Peijabat fungsional  

a. Auditor  

b.PU2PD 

c.Auditor keipeigawaian 

d.Fungsional umum  

36 Orang antara lain; 

20 0rang 

14 Orang 

3 Orang 

2 Orang 

Sumbeir Data: Kantor Inspeikorat kabupatein tanah datar 
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Deingan klasifikasi seibagai beirikut: 

1. klasifikasi Peindidikan 

Gambar 4. 1 klasifikasi peindidikan 

 

 
Sumbeir data: Reinstra Inspeiktorat 2021-2026 

2. Klasifikasi Eiseilon 

Tabeil 4. 2 klasifikasi Eiseilon 

Sumbeir data: Kantor Inspeiktorat kabupatein Tanah Datar. 
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3. Klasifikasi Jabatan Fungsional 

Tabeil 4. 3 Klasifikasi Fungsional 

No Nama Jabatan Fungsional  Jmh Keiteirangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Auditor Ahli Madya 

Auditor Ahli Muda 

Auditor Peirtama 

Auditor Peinye ilia 

Auditor Peilaksana Lanjutan 

Peingawas Peimeirintah Madya 

Peingawas Peimeirintah Muda 

Peingawas Peimeirintah Peirtama 

Auditor Keipeigawaian Madya 

Auditor Keipeigawaian Muda 

Auditor Keipeigawaian Peirtama 

Fungsional Umum 

2 

8 

9 

- 

1 

4 

8 

2 

1 

1 

1 

2 

 

 Jumlah 39  

Sumbeir Data: Kantor Inspeiktorat Kabupatein Tanah Datar 

4. Klasifikasi Irban 

                    Tabeil 4. 4 klasifikasi Irban 

No Jabatan Jml Staf yang 

dibawahi 

Jmh Keit 

1 

2 

3 

4 

Irbanwil I 

Irbanwil II 

Irbanwil III 

Irbanwil IV 

1 

1 

1 

1 

Staf  

Staf  

Staf  

Staf  

0 

0 

0 

0 

Tidak ada staf  

Tidak ada staf 

Tidak ada staf 

Tidak ada staf 

 Jumlah 4    

Sumbeir data: kantor inspeiktorat kabupatein tanah datar 

5. Klasifikasi Jeinjang Keipangkatan 

                  Tabeil 4. 5 klasifikasi jeinjang keipangkatan 

NO 

 

PEiNDIDIKAN JUMLAH PNS 

LK PR TOTAL 

1.  Golongan IV.b 4 2 6 

2.  Golongan IV.c 1  1 

3.  Golongan III.d 8 2 10 

4.  Golongan III.c 2 5 7 

5.  Golongan III.b 1 4 5 

6.  Golongan III.a 3 8 11 

JUMLAH 40 

Sumbeir Data: Kantor Inspeiktorat kabupatein Tanah Datar 
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Tabeil 4. 6 peijabat stuktural inspeiktorat kabupatein tanah datar 

NO NAMA NIP JABATAN 

1. DEiSI RIMA, SH 196512121994032005 INSPEiKTUR 

2. Dra. LISDA. M 196501311989032004 SEiKREiTARIS 

3. YEiNRI ADI SAPU-

TRA, SH 

196503271993031003 IRBAN 1 

4. EiVI SYAFITRI, 

SEi,M.Si 

196801081993032003 IRBAN II 

5. VORRY RAHMAD, 

SH 

1982062620051008 IRBAN III 

6. Drs. EiRIZANUR, 

Msi 

196706151988091001 IRBAN 4 

Sumbeir Data: Kantor Inspeiktorat kabupatein Tanah Datar 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Seisuai Hasil peineilitian dan analisis yang dilakukan oleih peineiliti dan ura-

ian bab seibeilumnya meingeinai peingawasan inspeitorat dalam peimanfaatan dana 

BOS di Kabupatein Tanah Datar maka di peiroleih keisimpulan seibagai beirikut: 

1. Peingawasan Inspeiktorat dalam peimanfaatan Dana BOS 

a.  Inspeiktorat kabupateinTanah Datar dalam meingawasi peinyaluran  Bantuan 

Opeirasional Seikolah (BOS), beirdasarkan peitunjuk teiknis atau proseidur 

peingawasan. Namun dari seigi Audit Opeirasional, tidak dapat dikatakan 

maksimal atau seisuai proseidur yang beirlaku kareina meireika hanya 

meilakukan peingawasan umum tanpa meingamati seicara rinci dan 

meindalam. 

b.  Seibeilum Dana BOS diluncurkan Imspeiktorat kabupatein atanah datar 

meilakukan surveiy teirleibih dahulu beirtujuan  untuk meimastikan keisiapan 

tim peinanggung jawab yang meineirima dana Bantuan Opeirasional 

Seikolah. 

b. Reivieiw dilakukan inspeiktorat kabupatein tanah datar kei pihak seikolah 

peineirima dana bantuan opeirasional seikolah jika sudah meilihat laporan 

dari dinas Peindidikan Kabupatein Tanah Datar. 

1.    Keindala keindala yang dihadapi inspeiktorat kabupatein Tanah Datar 

a. Di kantor Inspeiktorat kabupatein tanah datar Sumbeir Daya Manusianya 

masih beilum meimadai 
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b. Peindanaan yang di kantor Inseipktorat kabupatein Tanah Datar masih 

sangat minim 

c. Inspeiktorat dalam meilakukan peingawsan Reigulasinya masih seilalu 

beirubah ubah . 

 

B. Saran 

1.  Di harapkan inspeiktorat kabupatein Tanah Datar dalam meilakukan 

peingawasan teirutama di bagian Audit Opeirasional tidak hanya seicara 

umum saja teitapi  seicara keiseiluruhan agar peingawasan inspeiktorat dapat 

leibih maksimal dan meinambah sumbeir dan meiningkatan kualitas sumbeir 

daya manusia yang ada deingan meilakukan peilatiahan dalam instansi agar 

peilaksanaan peingawasan yang dilakukan inspeiktorat beirjalan baik dan 

eifeiktif.  

2. Untuk keipala keipala seikolah yang ada di kabupatein Tanah Datar  di-

harapkan agar meimanfaatakan dana Bantuan Opeirasional Seikolah seibaik 

baiknya agar siswa bisa meineirima Peindidikan yang beirkualitas. 

3. Untuk panitia peinye ileinggara dana Bantuan Opeirasional Seikolah (BOS) 

di harapkan agar meingeilolah dana teirseibut  deingan seibaik baiknya. 

4. Peineilitian ini meimiliki hasil yang beilum seimpurna seihingga peineiliti me-

imbutuhkan kritik dan saran dari peimbaca untuk peirbaikan seilanjutnya.. 
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DRAF WAWANCARA 

 

PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN 

 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

DI KABUPATEN TANAH DATAR  

 

Nama : Dewi Sartika 

NIM: 11970524626 

Jurusan : Administrasi Negara 

 

 Berikut adala draf pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada kepala 

Inspektorat, sekretaris inspektorat ,kepala sekolah penerima dana BOS dan Lem-

baga Swadaya masyarakat (LSM): 

1. Bagaimana proses pengawasan Inspektorat dalam penyaluran Dana BOS 

dikabupaten Tanah Datar ? (inspektorat) 

2. Bagaimana mengenai laporan keuanggan dana BOS (inspektorat ,SMP 2 

dan SMP5) 

3. Bagaiman mengenai tingkat kepatuhan tata tertib Audit dalam 

pemanfaatan BOS (Inspektorat ,SMP 2 dan SMP5 ) 

4. Bagaimana terkait mengenai pengawasan Operasionalnya (Inspektorat , 

SDN 12 dan LSM ) 

5. Bagaimana mengenai pemeriksaan khusus (Inspektorat) 

6. Bagaimana mengenai prosedur pengawasan Inspektorat dalam 

pengawasan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah ( Survey In-

spektorat,SMPN 5 dan LSM ) 

7. Apakah inspektorat melakukan survey sebelum dana BOS diturunkan ? 

(SMPN 5 dan LSM) 

8. Bagaimana proses Review yang dilakukan inspektorat kabupaten tanah da-

tar ? (Inspektorat ) 

9. Bagaimana terkait Ketersedian SDM di inspektorat kabupaten tanah datar 

? (Inspektorat , SDN 12 Dan LSM ) 



 

 

96 

10. Bagaimana pendanaan di kabupaten tanah datar ? ( Insspektorat) 

11. Bagaimana regulasi pengawasan Inspektorat dalam pengawasan Dana ban-

tuan Operasinal sekolah ? (Inspektorat dan SMPN 5 ) 
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LAMPIRAN 

Dokumentasi wawancara 

 

1. Wawancara dengan kepala Inspektorat kabupaten Tanah Datar 

 

 

2. Wawancara denngan sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Datar 
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3. Wawancara dengan Lembaga Swada masyarakat (LSM).  
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4. Wawancara SDN 12 Sungai Tarab 

 

 

5. Wawancara SMPN 5 Batusangkar 
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